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Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah). 

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah). 

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
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PRAKATA

Perusahaan pada dasarnya merupakan badan hukum yang dibangun 
bersama-sama oleh sebagian orang dengan tujuan menjalankan 

bisnis secara komersial atau industri. Setiap perusahaan dengan macam 
bentuknya memiliki pengaturan tersendiri dan memiliki kebijakan yang 
berbeda. Perusahaan dapat menentukan jenis atau bidang bisnis yang 
akan dijalani. Bisnis tersebut dapat berupa layanan, jasa, barang, dan 
hal lain yang dapat diperjualbelikan. Perusahaan juga pada akhirnya 
memiliki doktrin tersendiri yang menjadi patokan jalannya sebuah 
perusahaan. 

Dalam lingkup Indonesia, perusahaan dapat dibedakan menjadi 
Badan Usaha Berbadan Hukum dan Badan Usaha Bukan Badan 
Hukum. Selain tujuan utama perusahaan dalam mencari laba, terdapat 
juga regulasi yang mengatur perusahaan sehingga memiliki tanggung 
jawab tertentu dalam lingkungan dan sosial. Tanggung jawab tersebut 
juga menjadi komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat bagi 
masyarakat luas dan tidak terpaku pada pencarian laba. 

Hal-hal di atas akan dibahas buku ini dalam sudut pandang hukum 
perusahaan. Selain bahasan tersebut, buku ini juga akan membahas 
terkait BUMN, Perseroan Terbatas, dan Koperasi. Penulis berharap 
buku ini dapat menjadi tambahan wawasan terkait hukum perusahaan 
bagi mahasiswa pada umumnya dan akademisi pada khususnya.
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BAB I
PERUSAHAAN DAN BADAN USAHA

Hukum Perusahaan
Kemajuan yang terjadi di era globalisasi telah merubah sebagian besar 
sistem dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam transaksi jual beli 
yang terjadi, banyak regulasi baru dibentuk untuk melindungi hak-hak 
konsumen, kemudian terangkum dalam undang-undang perlindungan 
konsumen. Dalam tingkat yang lebih tinggi lagi, terdapat perusahaan 
sebagai pemasok barang dalam jumlah yang lebih besar. Perusahaan 
juga tidak luput dari peraturan hukum yang mengikat demi terjamin-
nya hak serta kewajiban dari semua pihak yang terlibat. 

Pada dasarnya, latar belakang pembentukan hukum perusahaan 
yaitu adanya kemajuan pembangunan. Ekonomi yang berkembang 
tidak dapat dipisahkan dari banyaknya perusahaan yang berkembang. 
Seiring dengan berjalannya waktu, regulasi harus dibentuk dengan 
adanya daftar perusahaan guna memberikan informasi terkait identitas 
perusahaan tersebut. 
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Dalam hal ini, pendaftaran perusahaan memiliki nilai penting 
bagi pemerintah. Kepentingan pemerintah atas pendaftaran tersebut 
bertujuan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengarahan, dan 
memberikan iklim dunia usaha yang sehat untuk perusahaan. Pada 
akhirnya, hal tersebut akan memberikan kepastian dalam dunia usaha.

Pengertian Perusahaan
Manusia memerlukan orang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-
hari. Menyadari akan hal tersebut, sebagian orang membentuk suatu 
perusahaan dengan motif ekonomi untuk menjaring pasar yang luas. 
Dewasa ini, perusahaan tidak hanya melayani masyarakat dalam peme-
nuhan kebutuhan bahan pokok sehari-hari, perusahaan juga dapat 
menyediakan jasa yang diperlukan oleh pelanggannya.

Definisi tentang perusahaan telah banyak dilakukan oleh banyak 
tokoh. Hal tersebut terjadi karena tidak ada definisi perusahaan yang 
baku sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 
tentang Wajib Daftar Perusahaan. Dalam undang-undang tersebut dije-
laskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan 
setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus. Usaha terse-
but didirikan, dikerjakan, dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia 
untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Perusahaan dapat diartikan sebagai organisasi yang bergerak dalam 
memobilisasi sumber daya untuk penggunaan produktif guna mengha-
silkan kekayaan dan manfaat lainnya. Perusahaan adalah badan hukum 
yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
1. Tanggung jawab terbatas pemegang saham.
2. Status hukum independen dan dapat membuat kontrak atas nama-

nya sendiri.
3. Mengadopsi sistem dua tingkat.
4. Dapat menuntut dan dituntut.
5. Struktur permodalannya dibagi menjadi modal dasar, ditempatkan, 

dan disetor. Modal dasar minimal Rp50.000.000,00. Adapun modal 
disetor dan ditempatkan harus 25% dari modal dasarnya.

6. Organ perusahaan terdiri dari direksi, dewan pengurus komisaris, 
dan Rapat Umum Pemegang Saham

7. Dapat menerbitkan saham dan obligasi.
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Selain memperoleh keuntungan atau laba, perusahaan juga 
berperan penting dalam roda perekonomian yang ada. Perusahaan 
memiliki peran sebagai produsen dalam cakupan yang besar sehingga 
memiliki pasar konsumen yang luas. Selain dikenal sebagai produsen 
dengan kapasitas besar, perusahaan juga memiliki beberapa unsur lain. 
Muhammad (2010: 7) menjelaskan bahwa perusahaan memiliki dua 
unsur pokok berikut.
1. Bentuk usaha dengan bentuk organisasi yang memiliki kedudukan 

dan tempat tinggal di wilayah Indonesia. Dalam bahasa Inggris 
dikenal sebagai company atau enterprise.

2. Jenis usaha dengan bidang kegiatan yang berfokus pada kegi-
atan ekonomi industri, perdagangan, perjasaan, dan pembiayaan 
yang dijalankan oleh badan usaha perdagangan, perjasaan, atau 
pembiayaan. Setelah itu, badan usaha akan menjalankannya secara 
terus-menerus. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai business.

Masyarakat telah mengakui keberadaan perusahaan. Sebuah peru-
sahaan dapat dianggap sebagai salah satu bagian pemenuhan kebutuhan 
masyarakat. Selain itu, masyarakat berperan aktif dan berinteraksi 
dengan perusahaan—sebagai konsumen ataupun pekerja di perusa-
haan tersebut.

Perusahaan juga secara aktif menyediakan kebutuhan masyarakat. 
Pada gilirannya, masyarakat akan mengharapkan produk dari perusa-
haan tersebut. Hal tersebut akan menjadikan perusahaan menjadi lebih 
produktif dan menurunkan angka pengangguran. Perusahaan dapat 
dianggap sebagai pusat kegiatan masyarakat. Keberadaannya di masya-
rakat diatur oleh hukum perusahaan (Prabowo & Umami, 2018: 33).

Dari perspektif ekonomi, perusahaan dianggap sebagai sebuah 
organisasi. Earnest Dale menjelaskan bahwa kegiatan dalam perusa-
haan meliputi proses perencanaan yang terdiri dari bagian mengorga-
nisasikan, mengembangkan, dan memelihara suatu struktur atau pola 
hubungan kerja dari orang-orang yang terlibat dalam suatu unit kerja. 
Perusahaan dapat dikatakan sebagai suatu organisasi yang memiliki 
tugas, hubungan, serta tanggung jawab yang jelas dan tetap—meskipun 
dalam jangka pendek. Perusahaan dibentuk tidak hanya untuk meng-
atur anggota, tetapi juga untuk membentuk dan memodifikasi struktur 
tempat mereka harus melakukan tugas yang ada. 
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Dalam hal ini, harus ada pembagian peran untuk mencapai tujuan 
komunal tertentu. Cyril soffer menawarkan definisi yang lebih jelas 
tentang perusahaan. Perusahaan diartikan sebagai persatuan orang-
orang yang memiliki peran berbeda dalam pekerjaan tertentu berupa 
sistem dan divisi kerja. Pekerjaannya dibagi untuk menjalankan tugas, 
didistribusikan, kemudian digabungkan menjadi hasil (Prabowo & 
Umami, 2018: 33).

Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan perusahaan dengan penger-
tian sebagai berikut.
1. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang 

perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik 
milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/
buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

2. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengu-
rus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau 
imbalan dalam bentuk lain.

Selain pengertian baku tersebut, banyak tokoh yang juga turut serta 
merumuskan pengertian perusahaan. Pengertian tersebut diambil dari 
pengalaman empiris tokoh dalam keilmuan yang ditekuni. 
1. Pengertian perusahaan menurut Molengraaff

Perusahaan didefinisikan sebagai segala upaya yang dilakukan 
secara kontinu dengan bertindak keluar. Bertujuan untuk memper-
oleh penghasilan melalui proses perdagangan, perjanjian, dan cara 
lain yang menghasilkan keuntungan. Pengertian tersebut diam-
bilnya dari sudut pandang ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, 
Muhammad (2010: 7) mengatakan bahwa untuk memperoleh peng-
hasilan dapat dilakukan dengan hal-hal berikut.
a. Memperdagangkan barang

Sebagai bentuk proses mencari laba, perusahaan melakukan 
penjualan barang bagi masyarakat luas. Penjualan tersebut 
dapat dilakukan dengan target pasar individu maupun orga-
nisasi. Penjualan yang dilakukan banyak mempertimbangkan 
penghasilan berupa keuntungan atau laba.

b. Menyerahkan barang
Selain meraup untung, perusahaan memiliki kewajiban untuk 
menyerahkan barang yang diperjualbelikan. Hal tersebut 
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dilakukan dengan melepaskan penguasaan dengan memper-
timbangkan penghasilan yang didapat dari barang yang dijual 
ataupun sekadar disewakan.

c. Perjanjian perdagangan
Maksud dari perjanjian perdagangan adalah menghubung-
kan banyak pihak yang terlibat dalam sebuah siklus ekonomi 
dengan perhitungan memperoleh keuntungan berupa laba bagi 
pemberi kuasa dan upah bagi penerima kuasa. Contoh dalam 
kasus ini adalah agen perusahaan, komisioner, dan makelar.
Perbuatan ekonomi di atas merupakan kegiatan yang dilaku-

kan secara kontinu. Dalam artian lain, perusahaan yang mengelola 
tidak melakukannya secara insidental. Kegiatan tersebut berjalan 
terus-menerus dengan tujuan mencari laba dari setiap produk atau-
pun jasa yang diberikan.

Dalam kegiatan ekonomi tersebut terdapat kegiatan keluar. 
Artinya, terdapat pihak ketiga sebagai pasar. Selain itu, kegia tan-
kegiatan tersebut menyebabkan munculnya hukum perusahaan. 
Penting dilakukan untuk menjamin hak dan kewajiban masing-
masing pihak yang bersangkutan. Dalam pendapatnya, Molengraaff 
tidak menyinggung perusahaan sebagai badan usaha. Namun, 
pendapat tersebut justru memiliki fokus pada perusahaan sebagai 
perbuatan sehingga hanya meliputi jenis usaha.

2. Pengertian perusahaan menurut Polak
Berbeda dengan Molengraaff yang memahami perusahaan seba-
gai kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, Polak memiliki 
pandangan tersendiri terkait perusahaan. Menurutnya, perusahaan 
merupakan kegiatan komersial yang dilakukan untuk mendapat 
laba dan dapat dicatat dalam sebuah pembukuan.

Dalam pandangan Polak, pembukuan merupakan hal penting 
yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Meskipun demikian, ia 
tidak menafikan terdapat unsur lain yang sama pentingnya dengan 
pembukuan. Dengan kata lain, ia juga mengakui jika sifat-sifat 
selain pembukuan—seperti yang telah dijelaskan Molengraaff—
tidak dimiliki oleh perusahaan maka akan menunjukkan hilangnya 
sifat dari perusahaan (Muhammad, 2010: 8).

Dengan masuknya unsur pembukuan dalam perusahaan akan 
mempertegas bahwa pembukuan merupakan syarat utama dalam 
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sebuah perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut, pembukuan juga 
merupakan syarat mutlak yang disebutkan dalam Pasal 6 KUHD 
(Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)—sekarang telah diganti 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen 
Perusahaan. Meskipun laba dianggap sebagai motif utama dalam 
berdirinya sebuah perusahaan, Polak tidak menyinggung perusa-
haan sebagai badan usaha. 

Jika dibandingkan antara kedua penjelasan tokoh tersebut dengan 
penjelasan dari undang-undang terkait definisi dari perusahaan, penje-
lasan lebih lengkap akan didapat dari undang-undang. Ditunjukkan 
dengan undang-undang yang menjelaskan bahwa badan usaha yang 
menjalankan jenis usaha sehingga unsur-unsur lain dari perusahaan 
juga terpenuhi. 

Meskipun kegiatan ekonomi dilakukan secara berkelanjutan 
dengan melibatkan pihak ketiga dan memiliki tujuan mencari laba, hal 
tersebut tidak bisa dikatakan sebagai perusahaan jika tidak memenuhi 
syarat berupa mempunyai bentuk usaha (badan usaha)—melainkan 
hanya pekerjaan biasa (Muhammad, 2010: 9)

Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
1997 tentang Dokumen Perusahaan menjelaskan bahwa perusahaan 
adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap 
dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. 
Diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk 
badan hukum atau bukan badan hukum. Didirikan dan berkedudukan 
dalam wilayah Indonesia. 

Literatur terkait pengertian perusahaan dalam undang-undang 
ditemukan sejak pemerintahan Belanda. Pada waktu itu, pembahasan 
perusahaan dapat dilihat dalam Memorie van Toelichting (penje-
lasan) Rencana Undang-Undang Perubahan Pasal 2—5 Wetboek van 
Koophandel. Isi undang-undang tersebut mencakup definisi perusa-
haan yang merujuk pada kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus 
dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu. Kegiatan tersebut 
ditujukan untuk mencari laba (Khairandy, 2013: 163). 

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan juga dijelaskan tentang perusahaan, yaitu 
sebagai berikut. 
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1. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang 
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik 
milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/
buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

2. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengu-
rus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau 
imbalan dengan bentuk lain. 

Sejarah Perusahaan
Sejak awal pembentukannya, banyak pendapat terkait tujuan dan peran 
perusahaan. Beberapa pemerintahan di dunia telah berusaha mengatur 
perusahaan melalui berbagai regulasi. Bentuk perusahaan berasal dari 
abad pertengahan ketika digunakan oleh pemerintah untuk membe-
rikan status kelembagaan khusus pada kota, lembaga keagamaan, dan 
universitas.

Selama abad ke-18 dan ke-19, perusahaan bisnis semakin berkem-
bang di Amerika Utara dan Eropa. Motif pendirian perusahaan pada 
zaman itu biasanya dalam rangka mengejar tujuan yang sempit, yaitu 
membiayai pelayaran laut dan membangun kanal, jalan, atau rel kereta 
api. 

Pada abad ke-20, pemerintah di banyak negara memberikan badan 
hukum pada perusahaan dengan tujuan yang luas dan umum, seperti 
untuk menjalankan bisnis demi keuntungan. Akibatnya, banyak peru-
sahaan yang saat itu beroperasi memiliki orientasi pasar bebas untuk 
mengejar hampir semua aktivitas dan struktur organisasi perusahaan 
dengan kehendak masing-masing. Kebebasan bertindak lebih terbatas 
untuk perusahaan yang beroperasi dalam pengaturan otoriter. Namun, 
ruang lingkup pasar telah melebar secara global dan tingkat kontrol 
pemerintahan atas bisnis juga menurun selama beberapa dekade. Tren 
tersebut diperkirakan akan terus berlanjut.

Tata Kelola Perusahaan
Beberapa ahli telah mendefinisikan makna perusahaan dalam sebuah 
pengertian. Namun demikian, makna dari perusahaan tidak didefini-
sikan secara tunggal. Dalam artian lain, tidak ada definisi baku terkait 
perusahaan. Berkenaan dengan definisi perusahaan, International 
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Finance Corporation (IFC) juga turut menyumbangkan pengertian 
tata kelola perusahaan dengan menjelaskannya sebagai struktur dan 
proses untuk arah dan kendali perusahaan.

Sejalan dengan IFC, Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) memiliki pandangan tersendiri terhadap tata 
kelola perusahaan. OECD mendefinisikan tata kelola perusahaan seba-
gai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengoperasikan 
dan mengendalikan perusahaan. Kegiatan tersebut meliputi banyak hal 
dan melibatkan banyak pihak seperti manajemen, pemegang saham, 
perusahaan, dewan perusahaan, dan banyak pihak yang memiliki 
kepentingan tersendiri dalam sebuah perusahaan.

Dalam praktiknya, tata kelola perusahaan menyediakan acuan-
acuan tertentu terhadap target yang ditentukan, yaitu berupa tujuan 
perusahaan. Penentuan tujuan perusahaan akan menjadi acuan tata 
kelola perusahaan yang ada, kemudian diwujudkan dengan memantau 
kinerja yang telah ditentukan. Baik buruknya tata kelola perusahaan 
dapat ditinjau dari hasil yang dicapai.

Namun demikian, pengelolaan juga tidak boleh berfokus pada 
target yang akan dicapai. Banyak aspek dari perusahaan yang harus 
dipenuhi. Salah satu aspek tersebut adalah memberikan insentif yang 
tepat untuk dewan dan manajemen dalam mencapai target yang meru-
pakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Perusahaan juga 
harus memfasilitasi pemantauan yang efektif sehingga mendorong 
perusahaan untuk menggunakan sumber daya lebih efisien.

Tata kelola perusahaan adalah sistem hubungan. Misalnya, 
hubungan antara pemegang saham, manajemen, dan pemangku kepen-
tingan yang terdiri dari hubungan antara penyedia modal, pemangku 
kepentingan, dan manajemen untuk mencapai tingkat pengembalian 
dan keuntungan tertentu atas investasi (pemegang saham) mereka. 
Dewan direksi pada gilirannya harus menyediakan pemegang saham 
dengan keuangan dan operasional pelaporan secara berkala dan trans-
paran. Pemegang saham juga memilih badan pengawas yang sering 
disebut dewan komisaris untuk mewakili kepentingan mereka. 

Organ perusahaan pada dasarnya memberikan arahan strategis 
dan pengendalian atas direksi perusahaan. Direksi bertanggung jawab 
kepada Dewan Komisaris tersebut, kemudian bertanggung jawab 
kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham 
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(RUPS). Struktur dan proses yang mendefinisikan hubungan tersebut 
biasanya berpusat pada berbagai manajemen mekanisme kinerja dan 
pelaporan.

Hubungan tersebut mungkin melibatkan pihak-pihak yang berbeda 
dan terkadang kepentingan yang kontras. Kepentingan yang berbeda 
mungkin ditemukan di antara organ perusahaan, yaitu RUPS, direksi, 
dan/atau Dewan Komisaris—atau badan eksekutif lainnya. Adapun 
kepentingan yang kontras biasanya ada di antara pemilik dan direksi, 
biasanya disebut sebagai masalah principal agent.

Konflik juga mungkin ada dalam setiap organ pemerintahan, 
seperti antara pemegang saham (mayoritas vs minoritas, pengendali 
vs non-pengendali, individu vs institusional) dan organ perusahaan 
(eksekutif vs noneksekutif, independen vs tergantung). Masing-masing 
kepentingan yang kontras tersebut perlu diperhatikan dengan seksama 
dan seimbang.

Semua pihak terlibat dalam pengarahan dan pengendalian peru-
sahaan. RUPS yang mewakili pemegang saham mengambil keputusan 
yang bersifat fundamental, misalnya distribusi keuntungan. Dewan 
Komisaris secara umum bertanggung jawab untuk bimbingan dan 
pengawasan, menerima strategi perusahaan, dan mengendalikan dewan 
direktur. Dewan direktur pada akhirnya menjalankan operasi sehari-
hari, seperti menerapkan strategi, menyusun rencana bisnis, mengelola 
sumber daya manusia, mengembangkan strategi pemasaran dan penju-
alan, serta mengelola aset.

Semuanya dilakukan untuk mendistribusikan hak dan tanggung 
jawab dengan benar sehingga meningkatkan nilai pemegang saham 
jangka panjang. Misalnya, bagaimana di luar, pemegang saham mino-
ritas dapat mencegah pemegang saham pengendali mendapatkan keun-
tungan melalui transaksi pihak berelasi.

Unsur-Unsur Perusahaan
Sebuah perusahaan yang berdiri bukan berarti tidak ada unsur yang 
menyertainya. Dalam perusahaan terdapat bagian-bagian penting yang 
menopang jalannya perusahaan. Muhammad (2018: 13) menyebutkan 
unsur-unsur perusahaan dengan berdasarkan pada pengertian dari 
Molengraaff dan Polak, yaitu sebagai berikut.
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1. Badan usaha
Sebagaimana yang telah diketahui bahwa badan usaha memiliki 
fokus pada bidang perekonomian. Badan usaha harus memiliki 
status hukum tertentu yang diakui oleh negara. Bentuk hukum terse-
but dapat berupa Perusahaan Dagang (PD), Firma (Fa), Persekutuan 
Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum 
(Perum), Perusahaan Perseroan (Persero), dan Koperasi. 

2. Kegiatan dalam perekonomian
Perusahaan erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan 
tersebut bahkan merupakan unsur utama dalam tujuan perusa-
haan untuk mencari laba. Menurut Muhammad (2018: 11), kegiatan 
perekonomian yang dimaksud mencakup sebagai berikut.
a. Perindustrian

Perindustrian tidak lepas dari istilah produksi secara massa. 
Termasuk dalam kategori ini adalah pengeboran minyak, 
makanan kaleng, penangkap ikan, barang kerajinan, usaha 
perkayuan, obat obatan, kendaraan bermotor, dan lain sebagai-
nya yang dapat diproduksi secara massal.

b. Perdagangan
Berbeda dengan perindustrian, kegiatan perdagangan meli-
puti jual beli, restoran, toko swalayan, ekspor dan impor, serta 
penyewaan. 

c. Perjasaan
Selain perdagangan barang, perusahaan juga menawarkan jasa 
sehingga perjasaan termasuk dalam kegiatan perekonomian. 
Jasa yang biasa ditawarkan oleh perusahaan seperti transportasi, 
jahit busana, kecantikan, konsultasi, perbankan, dan lain-lain.

3. Terus-menerus
Kegiatan perusahaan dilakukan secara terus-menerus. Dengan kata 
lian, kegiatan tersebut dilakukan bukan hanya pada musim-musim 
tertentu. Kegiatan perusahaan dilakukan secara kontinu dan tidak 
dilakukan dalam keadaan insidental.

4. Bersifat tetap
Usaha yang dilakukan tidak berubah dalam waktu tertentu. 
Perusahaan merupakan usaha yang dilakukan dengan konsisten. 
Kegiatan tersebut tidak dipengaruhi oleh musim yang mengakibat-
kan perubahan jasa ataupun produk yang ditawarkan. Penentuan 
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jasa maupun produk yang tetap tersebut biasanya ditentukan sejak 
pengurusan surat izin usaha atau pendirian perusahaan.

5. Terang-terangan
Terang-terangan yang dimaksudkan pada poin ini adalah kegiatan-
nya yang terbuka. Dengan kata lain, perusahaan dapat berhubungan 
dengan pihak lain dan diakui secara undang-undang. Bentuk 
terang-terangan dapat dilihat berdasarkan akta pendirian peru-
sahaan, nama dan merek perusahaan, surat izin perusahaan, surat 
izin tempat usaha, dan akta pendaftaran perusahaan. Berdasarkan 
hal yang telah disampaikan oleh Molengraaff, maksud dari terang-
terangan diwakilkan dengan istilah bertindak keluar. Dengan kata 
lain, perusahaan harus berkomunikasi dengan pihak ketiga (orang 
lain).

6. Keuntungan dan laba
Setiap perusahaan membutuhkan modal dalam melaksanakan 
usaha yang dilakukan. Modal tersebut dikembangkan dengan 
tujuan mencari laba, kemudian menjadikan motif setiap perusa-
haan yang ada. 

7. Pembukuan
Pembukuan diartikan sebagai segala hal catatan terkait hak dan 
kewajiban yang berkaitan dengan suatu perusahaan. Pembahasan 
ini juga terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Setiap peru-
sahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 berikut.

“Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi 
tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan 
yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal 
lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.”

Berdasarkan unsur-unsur di atas, dapat disimpulkan bahwa peru-
sahaan merupakan suatu kegiatan ekonomi dengan orientasi laba—
dengan bukti pembukuan—yang dilakukan secara terus-menerus dan 
memiliki badan hukum. Adapun agar dapat diakui dan berjalan sesuai 
hukum, perusahaan harus didaftarkan ke pihak terkait dan memiliki 
tempat di wilayah Indonesia. 
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Perusahaan dan Menjalankan Perusahaan
Saat ini, penjelasan terkait istilah perusahaan dan menjalankan peru-
sahaan dalam KUHD tidak ada penjelasan atau perinciannya. Hal 
ini disampaikan oleh Purwosucipto sebagai hal yang disengaja oleh 
pembentuk undang-undang. Bertujuan agar pengertian perusahaan 
dapat berkembang baik dengan gerakan langkah dalam lalu lintas 
perusahaan. Terkait dengan perkembangan makna tersebut, kemudian 
diserahkan pada kajian ilmiah serta yurisprudensi. Pada masa-masa 
berikutnya, definisi terkait perusahaan dapat ditemukan pada beberapa 
undang-undang yang berlaku.

Organisasi Perusahaan
Badan usaha atau perusahaan sudah memiliki jumlah yang banyak dan 
terus berkembang di Indonesia. Penambahan tersebut semakin masif 
dengan peraturan terbaru yang mempermudah regulasi pendirian 
bidang industri tersebut. Sebagian perusahaan yang kita kenal saat ini 
beberapa di antaranya sudah ada sejak zaman penjajahan. Penggunaan 
nama dari perusahaan tersebut sebagian masih terjaga.

Namun demikian, beberapa nama telah diganti dan disesuai-
kan dengan nama yang saat ini digunakan. Nama-nama yang masih 
terus digunakan dan belum diubah pemakaiannya seperti Burgelijk 
Maatschap/Maatschap, Vennootschap onder Firma atau Firma (Fa), dan 
Commanditaire Vennootschap (CV). Selain itu, ada pula yang sudah 
diserap dalam bahasa Indonesia seperti Perseroan Terbatas (PT) yang 
sebenarnya berasal dari Naamloze Vennootschap (NV) (Praptono dan 
Idayanti, 2020: 20).

Jenis-Jenis Perusahaan
Perusahaan memiliki cakupan yang luas dan mengisi hampir seluruh 
bidang kehidupan sehari-hari. Perusahaan memiliki cakupan yang 
luas meliputi perdagangan, perindustrian, dan jasa keuangan. Selain 
itu, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha memiliki 
tujuan guna mencari laba dari proses ekonomi yang ada. Praptono & 
Idayanti (2020: 21) menyebutkan bahwa perusahaan memiliki beberapa 
jenis jika ditinjau dari beberapa aspeknya, yaitu sebagai berikut.
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1. Ditinjau dari jumlah pemilik modalnya
a. Perusahaan perseorangan

Usaha perseorangan dijalankan dan ditanggung sebab akibat-
nya secara pribadi. Jenis usaha ini cenderung lebih sederhana 
dibandingkan dengan usaha yang lainnya. Dalam lingkup 
Indonesia, usaha perseorangan mengalami peningkatan diban-
dingkan tahun-tahun sebelumnya. Usaha perseorangan memi-
liki cakupan yang luas dan dapat menjangkau seluruh lapisan 
masyarakat.

Dengan kelebihan berupa modal yang sedikit, usaha 
perseorangan menjadi salah satu pilihan utama dalam memu-
lai bisnis. Contoh usaha perseorangan adalah UMKM. Di 
Indonesia, UMKM menjadi salah satu faktor penggerak yang 
sangat berpengaruh dalam perputaran perekonomian yang ada. 
Undang-undang juga merangkum hal tersebut dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (Nasrullah, 2022: 2488). 

Perusahaan ini pada dasarnya merupakan perusahaan 
swasta yang didirikan sekaligus dimiliki oleh seorang pengu-
saha yang meliputi pengusaha dagang (toko, swalayan, apotek), 
perusahaan jasa (biro, konsultan, bengkel, salon, rental), dan 
perusahaan industri (kerajinan perak, penghasil sepatu, peter-
nakan). Bentuk perusahaan ini merupakan bentuk perorangan. 
Dengan kata lain, risiko serta konsekuensi yang akan terjadi 
ditanggung oleh perseorangan tersebut. Perusahaan jenis ini 
merupakan peralihan dari bentuk partnership. 

b. Perusahaan persekutuan
Perusahaan ini pada dasarnya merupakan bentuk perusahaan 
yang dijalankan oleh dua orang atau lebih. Semua pihak yang 
terlibat pada perusahaan ini saling berbagi sarana maupun 
prasarana yang dimiliki guna menjalankan perusahaan yang 
ada. Laba merupakan alasan kedua belah pihak ataupun lebih 
untuk berunding menentukan kerja sama yang terjalin dalam 
sebuah perusahaan.

2. Ditinjau dari segi himpunan
a. Himpunan orang 

Himpunan orang ini memiliki karakter seperti pengaruh asosi-
asi terhadap anggotanya sangat besar, anggotanya sedikit atau 
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terbatas, serta anggota bersifat tertutup sehingga tidak mudah 
untuk keluar atau masuk. Beberapa contoh himpunan orang 
dapat dilihat pada IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia), IWAPI 
(Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), dan HIPMI (Himpunan 
Pengusaha Muda Indonesia). 

b. Himpunan modal (capital associatie/laba). 
Contoh dari jenis perusahaan himpunan modal ini yaitu Firma, 
Commanditaire Vennootschap (CV), dan Perseroan Terbatas 
(PT).

3. Ditinjau dari status hukum
a. Bentuk usaha/perusahaan bukan badan hukum. 
b. Bentuk usaha/perusahaan badan hukum.

4. Ditinjau dari status kepemilikan
a. Perusahaan swasta

1) Perusahaan perseorangan.
2) Perkumpulan

a) Persekutuan orang
(1) Persekutuan Perdata
(2) Persekutuan Firma
(3) Persekutuan Komanditer

b) Persekutuan modal
(1) Perseroan Terbatas
(2) Koperasi
(3) Yayasan
(4) Dana Pensiun

b. Perusahaan negara atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
1) Perusahaan Jawatan 
2) Perusahaan Umum
3) Perusahaan Perseroan

Adapula jenis perusahaan lainnya yang disebut sebagai perusa-
haan terdaftar dan perusahaan tidak terdaftar. Terdapat perbedaan 
mendasar dari keduanya. Kedua perusahaan tersebut terangkum pada 
hukum yang berlaku di Indonesia. Pada umumnya, perusahaan terdaf-
tar membutuhkan modal disetor dengan jumlah yang lebih tinggi serta 
tunduk pada peraturan yang terlah ada. 

Hukum Pasar Modal mendefinisikan perusahaan publik sebagai 
perusahaan yang telah mencapai 300 pemegang saham dan modal 
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disetor mencapai 300 miliar. Hal tersebut memungkinkan bagi peru-
sahaan swasta untuk secara sukarela mengubah dirinya menjadi peru-
sahaan publik dan sebaliknya dengan mengikuti persyaratan hukum 
sesuai dengan undang-undang tentang modal pasar. Secara prosedu-
ral harus dilakukan dengan mengubah AoA perusahaan dan sertifikat 
pendaftaran bisnis, serta tidak dianggap sebagai konversi bisnis bentuk 
hukum organisasi. 

Jika suatu perusahaan akan melakukan penawaran umum, perusa-
haan publik tersebut harus terlebih dahulu terdaftar di OJK. Perusahaan 
yang terdaftar pada umumnya lebih cocok untuk perusahaan yang lebih 
besar dan berkembang yang mungkin ingin mengumpulkan uang di 
pasar ekuitas.

Perusahaan terdaftar maupun tidak terdaftar memiliki keunggu-
lan dan kerugian masing-masing. Perusahaan terdaftar menawarkan 
banyak keuntungan, antara lain sebagai berikut.
1. Perusahaan yang terdaftar memiliki peluang lebih besar untuk 

menarik investasi dengan biaya lebih rendah. Dibandingkan 
dengan komersial lainnya, entitas perusahaan yang terdaftar lebih 
transparan kepada calon investor karena kewajiban keterbukaan 
informasi. Posisi pasar yang lebih baik meningkatkan ketersediaan 
untuk menarik investasi dalam kondisi istimewa. Lebih-lebih lagi, 
skala perusahaan padat modal, seperti perbankan, sangat besar 
sehingga hanya sedikit pemberi pinjaman individu atau investor 
ekuitas dapat menyediakan modal yang dibutuhkan.

2. Dapat melakukan pengalihan saham secara gratis. Saham peru-
sahaan dapat dialihkan tanpa persetujuan pemegang saham lain, 
perusahaan, atau manajemen sesuai dengan persyaratan hukum.

3. Adanya pembatasan risiko bagi pemegang saham. Risiko yang 
ditanggung oleh pemegang saham terbatas pada nilai investasi 
mereka dan tugas yang ditetapkan oleh perundang-undangan 
Indonesia. Pemegang saham biasanya tidak bertanggung jawab 
atas hukum dan kewajiban keuangan perusahaan.

4. Adanya diversifikasi risiko. Risiko perusahaan publik tersebar 
sejumlah besar pemegang saham.

Keuntungan ekonomi utama dari bentuk perusahaan yang terdaftar 
adalah kemudahan mengakses pasar keuangan. Namun, kemudahan 
akses tersebut juga membawa kerugian. Sejumlah rintangan organisasi, 



16 Pengantar Hukum Perusahaan

hukum, dan peraturan harus memberikan izin bagi perusahaan untuk 
memiliki hak menawarkan sekuritasnya kepada investor.

International Finance Corporation (IFC) menyebutkan bahwa 
perusahaan terdaftar membutuhkan hal-hal berikut dalam pelaksa-
naannya. 
1. Kepatuhan terhadap peraturan sekuritas. Perusahaan swasta yang 

umumnya di luar lingkup peraturan tersebut.
2. Struktur organisasi yang kompleks. Dirancang untuk melindungi 

pemegang saham dari penyalahgunaan dan memungkinkan 
direktur profesional untuk menjalankan perusahaan. Perusahaan 
menanggung biaya yang terkait dengan mendukung badan-badan 
pemerintahan.

3. Kepatuhan terhadap pengungkapan dan peraturan lainnya. 
Perusahaan publik harus memastikan tingkat transparansi dan 
publisitas yang sesuai. Dilakukan melalui pengungkapan yang 
tepat waktu, akurat, dan lengkap dari semua peristiwa penting yang 
signifikan untuk penentuan posisi hukum dan keuangan dari peru-
sahaan. Kewajiban pengungkapan mencakup laporan bisnis dari 
perusahaan, laporan keuangan dan laporan audit, serta laporan 
lainnya dan informasi yang penting bagi perusahaan—sesuai 
dengan peraturan pasar sekuritas. Oleh karena itu, perusahaan 
publik harus mematuhi dengan undang-undang dan peraturan 
yang lebih ketat. Selain itu, juga harus mengikuti kode dan stan-
dar yang dirancang untuk melindungi hak-hak pemegang saham. 
Harus juga memastikan dengan tepat pendaftaran saham yang 
diterbitkan.

4. Pemegang saham yang akan berinvestasi di perusahaan. Perusahaan 
harus mampu menarik pemegang saham yang bersedia mene-
rima risiko berinvestasi di perusahaan. Pada saat yang sama juga 
menjaga hubungan dengan investor yang baik setelah saham mela-
yang. Kegiatan tersebut berimplikasi pada biaya yang signifikan 
bagi perusahaan. Beberapa di antaranya terkait dengan pemasaran 
penawaran kepada investor dan menjaga komunikasi yang berke-
sinambungan dengan pemegang saham setelah IPO.

5. Manajemen profesional. Pemisahan kepemilikan dan kontrol 
memberi investor kemungkinan untuk merekrut direktur profe-
sional yang mencurahkan upaya dan keterampilan mereka untuk 
menjalankan perusahaan. Pemisahan kepemilikan dan kontrol 
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juga memberi direktur profesional akses ke modal yang dibutuh-
kan untuk mengelola perusahaan. Menemukan, mengembangkan, 
dan mempertahankan. Namun, direktur profesional yang dapat 
dipercaya adalah tugas yang sulit.

6. Modal sewa minimum yang lebih tinggi. 

Tanggung Jawab Perusahaan 
Setiap orang memiliki kemungkinan melanggar hukum yang berlaku. 
Hal ini juga berlaku pada perusahaan. Perusahaan dapat melakukan 
tindakan hukum, baik oleh pemilik perusahaan maupun oknum dari 
perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan memiliki tanggung 
jawab tertentu guna mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah 
dilakukan.

Perusahaan melibatkan banyak pihak dalam proses produksinya. 
Masyarakat juga tidak jarang ikut terlibat menjadi pekerja dalam sebuah 
perusahaan. Selain itu, sudah tidak dapat dipungkiri bahwa perusa-
haan memiliki peran penting dalam pemenuhan segala kebutuhan yang 
dibutuhkan oleh masyarakat.

Budimanta (2004: 20) juga menjelaskan bahwa perusahaan meru-
pakan pemasok produk yang beredar di masyarakat. Pemenuhan kebu-
tuhan primer masyarakat oleh perusahaan menjadi salah bukti bahwa 
perusahaan memiliki hubungan erat dengan masyarakat.

Istilah tanggung jawab perusahaan telah dikenal sejak 1970-an. 
Menjalankan perusahaan tidak selalu berfokus pada laba yang didapat-
kan. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi. 
Pemenuhan tanggung jawab tersebut menjadi salah satu kewajiban 
perusahaan bagi karyawan maupun masyarakat.

Tanggung jawab perusahaan akan memiliki hubungan erat dengan 
konsep stakeholder. Hal tersebut tidak terlepas dari pemegang kebi-
jakan dalam melaksanakan perusahaannya. Secara umum, Hamdani 
& Awatari (2015: 203) menjelaskan bahwa perusahaan memiliki bebe-
rapa tanggung jawab yang dapat dikelompokkan menjadi empat bagian 
berikut.
1. Economic responsibility

Motif ekonomi merupakan hal yang paling umum dimiliki oleh 
setiap perusahaan. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab 
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perusahaan, hal ini diwujudkan dengan memproduksi barang yang 
berkualitas bagi masyarakat dengan harga jual yang wajar. Barang 
yang dihasilkan tidak sepenuhnya memiliki tujuan mencapai 
laba sebanyak-banyaknya. Produksi barang yang dilakukan oleh 
perusahaan juga harus memenuhi aspek kelayakan dengan tujuan 
memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun demikian, perusahaan 
juga tidak boleh melupakan hal mendasar dari perusahaan, yaitu 
mencari laba. 

2. Legal responsibility
Perusahaan bertanggung jawab untuk memiliki orientasi pada 
pemenuhan hukum atau tindakan memenuhi hukum yang berlaku. 
Setiap perusahaan memiliki ikatan hukum yang mengatur batasan 
perusahaan tersebut. Faktor lingkungan dan perlindungan konsu-
men merupakan hal mendasar dalam legal responsibility.

Aspek lingkungan menjadi hal penting yang harus dijaga oleh 
perusahaan. Tanggung jawab lingkungan menjadi penting karena 
dampaknya yang dapat menimpa banyak orang. Bagi masyarakat 
sekitar perusahaan, faktor lingkungan menjadi bagian yang lang-
sung bersinggungan. Lingkungan yang rusak karena kegiatan peru-
sahaan akan memberikan dampak bagi kesehatan dan kenyamanan 
tempat tinggal, atau dalam kasus tertentu dapat menyebabkan 
penyakit bagi masyarakat sekitar.

Faktor legal responsibility juga harus dipenuhi dalam kasus 
perlindungan konsumen. Memastikan konsumen tidak dirugikan 
oleh perusahaan merupakan hal mendasar dalam perlindungan 
konsumen. Pemenuhan hak konsumen juga pada akhirnya membe-
rikan keuntungan bagi perusahaan, berupa kepercayaan masyarakat 
pada produk yang dihasilkan.

3. Ethical responsibility
Hukum bukan satu-satunya hal yang harus dipenuhi dalam tang-
gung jawab perusahaan. Terdapat aspek etika dalam tanggung jawab 
perusahaan, kemudian dikenal dengan istilah ethical responsibi-
lity. Etika harus diutamakan dalam menjalankan dan memenuhi 
tanggung jawab perusahaan. Dalam kasus hukum yang terjadi 
antara perusahaan dengan masyarakat, sudah tentu perusahaan 
memiliki kemampuan lebih dalam memenangkan gugatan yang 
ada. Namun demikian, etika harus tetap diutamakan dalam setiap 
permasalahan yang ada. Pemenuhan tanggung jawab perusahaan 
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dari sudut pandang etika akan memberikan sudut padang baru 
terhadap permasalahan atau sengketa yang akan terjadi. 

4. Discretionary responsibility
Tidak seperti tanggung jawab sebelumnya, discretionary responsi-
bility memiliki prinsip sukarela. Dalam artian lain, perusahaan 
yang melakukan hal ini dapat dinilai mendapatkan nilai lebih oleh 
masyarakat. Contoh dari tindakan ini adalah berhubungan dengan 
masyarakat, menjalin hubungan yang harmonis, dan menjadi warga 
negara yang baik.

Sebagai salah satu badan usaha yang mencari keuntungan, peru-
sahaan juga memiliki beberapa tanggung jawab yang harus dipenuhi. 
Tanggung jawab tersebut memiliki beberapa hal pokok pada bagian 
sosial, lingkungan, maupun ekonomi. Tanggung jawab tersebut meru-
pakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk 
timbal balik dari segala bentuk dampak yang disebabkan dari pendirian 
perusahaan. Tidak dapat dipungkiri—khususnya pada lingkungan—
hadirnya perusahaan dapat memberikan dampak buruk pada ling-
kungan. Terlebih lagi pada perusahaan yang menghasilkan limbah yang 
berbahaya pada lingkungan. Pengelolaan limbah yang tidak baik dapat 
menyebabkan hal buruk bagi lingkungan. 

Dalam hal tanggung jawab perusahaan, dikenal istilah CSR 
(Corporate Social Responsibility) sebagai tanggung jawab lingkungan 
dan sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Bentuk tanggung jawab 
tersebut antara lain sebagai berikut.
1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. 

2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban 
perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya 
perseroan. Adapun pelaksanaannya dilakukan dengan memper-
hatikan kepatutan dan kewajaran.

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dike-
nai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

CSR menjadi bagian penting tanggung jawab perusahaan terhadap 
lingkungan dan masyarakat. Tanggung jawab meliputi banyak aspek 
yang vital dalam kehidupan masyarakat sekitar. Contoh nyata usaha 
perusahaan dalam melakukan tanggung jawabnya adalah dengan 



20 Pengantar Hukum Perusahaan

memantau limbah yang dihasilkan dari industri yang memiliki potensi 
merusak lingkungan seperti limbah tekstil, kimia, maupun biologis.

Memastikan bahwa hasil buangan limbah sudah tidak berbahaya 
bagi lingkungan adalah bentuk sadarnya perusahaan atas tanggung 
jawab yang dimilikinya. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan 
dalam menjaga lingkungan dari limbah yang dihasilkan oleh sebuah 
perusahaan, salah satunya melalui IPAL (Instalasi Pengelolaan Air 
Limbah). Pengelolaan limbah yang baik akan mengurangi dampak 
lingkungan dari sebuah industri yang ada.

Terdapat empat model pelaksanaan CSR yang dapat dilakukan oleh 
perusahaan, yaitu sebagai berikut.
1. Keterlibatan langsung atau menyelenggarakan sendiri program 

CSR
Model CSR ini merupakan kegiatan yang langsung dilakukan oleh 
perusahaan selaku pihak yang memiliki tanggung jawab. Kegiatan 
yang langsung melibatkan perusahaan dapat dilakukan dengan 
beberapa bentuk. Misalnya, memberikan bantuan modal pada 
lingkungan sekitar, memberikan pelayanan kesehatan, dan mela-
kukan aktivitas sosial maupun lingkungan lainnya. Dalam mela-
kukan kegiatan tersebut, perusahaan biasanya membentuk suatu 
divisi yang khusus bertanggung jawab pada kegiatan CSR. Bagian 
ini biasanya dilakukan oleh divisi hubungan eksternal, Human 
Resource Capital Development, dan humas.

2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan
Selain terjun langsung dalam kegiatan CSR yang ada, perusahaan 
juga dapat mewakilkan tanggung jawabnya dengan diwakili oleh 
yayasan maupun organisasi perusahaan. Contoh yang kita kenal 
adalah Djarum Foundation yang dibentuk oleh PT Djarum sebagai 
salah satu bentuk sosial pada masyarakat. Segala bentuk kegiatan 
yang dilakukan oleh Djarum Foundation ditanggung oleh perusa-
haan. 

3. Bermitra dengan pihak lain
Sedikit berbeda dengan cara penyaluran CSR sebelumnya, dalam 
metode ini perusahaan dapat memberikan tanggung jawab terse-
but dengan bermitra dengan pihak lain. Perusahaan terkait dapat 
memberikan dana CSR kepada pihak tertentu seperti lembaga yang 
dapat menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang memerlukan. 
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Beberapa contoh dari lembaga ini adalah rumah zakat, Dompet 
Dhuafa, dan berbagai lembaga lainnya yang memiliki fokus pada 
bantuan lingkungan maupun sosial. 

4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium
Pada program ini, perusahaan dapat membentuk dan bergabung 
dalam suatu forum dengan perusahaan lainnya. Perusahaan-
perusahaan tersebut dapat tergabung dalam sebuah konsorsium. 
Salah satu contohnya dilakukan oleh perusahaan di Kabupaten 
Muaraenim di Sumatra Selatan. Pada tahun 2013 lalu, sebanyak 58 
perusahaan memiliki visi yang sama dalam memenuhi tanggung 
jawab CSR-nya dengan memberikan dana pada PKBL (Program 
Kementerian dan Bina Lingkungan).

Sumber Hukum Perusahaan 
Undang-Undang
Pada mulanya sumber hukum utama Hukum Perusahaan diatur dalam 
BW dan KUHD. Seiring dengan perkembangan waktu, saat ini terdapat 
berbagai macam aturan terkait Hukum Perusahaan, antara lain sebagai 
berikut.
1. Pasal 1618—1652 Burgerlijk Wetboek, mengatur tentang Perseroan 

Perdata (Persekutuan Perdata).
2. Pasal 16—35 KUHD, mengatur mengenai Firma dan CV.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang 

Badan Usaha Milik Desa.

Kebiasaan (Custom) 
Kebiasaan adalah perilaku yang berulang-ulang. Perilaku merupakan 
manifestasi dari nilai yang akhirnya menjadi sikap. Kebiasaan tersebut 
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ditaati sehingga menjadi hukum kebiasaan atau hukum adat. Hukum 
kebiasaan yang ditaati umumnya memiliki tiga ciri berikut.
1. Ditaati oleh golongan atau kelompok masyarakat (adat) sebagai 

bagian dari konsensus bersama dari upaya menegakkan ketertiban. 
2. Berupa ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis dan berlaku 

turun-temurun dari generasi ke generasi.
3. Memiliki kecenderungan sanksi yang lebih kuat terhadap peneka-

nan sanksi sosial.

Keputusan-Keputusan Hakim (Yurisprudensi) 
Yurisprudensi dapat ditemukan dalam berbagai bahasa. Ditinjau dari 
bahasa Latin, kata tersebut dikenal dengan istilah  jurisprudential 
dengan makna pengetahuan hukum. Dalam bahasa Prancis, kata yuris-
prudensi dikenal sebagai jurisprudence dengan makna peradilan tetap 
atau hukum peradilan. Adapun dalam lingkup bahasa Indonesia, yuris-
prudensi memiliki makna putusan-putusan hakim pengadilan.

Traktat (Treaty) 
Makna dari traktat merujuk pada perjanjian. Namun demikian, maksud 
dari perjanjian dalam traktat bukan perjanjian yang dilakukan oleh 
individu sebagai subjek hukumnya. Makna dari traktat adalah perjan-
jian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. 

Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin) 
Dalam konteks hukum, doktrin merupakan ajaran dari seorang yang 
dianggap membidangi hukum. Apabila ditinjau dari segi agama, 
doktrin merupakan fatwa yang diajarkan oleh ulama. Doktrin dalam 
hukum dikeluarkan oleh ahli hukum dalam ranah hukum. Seseorang 
baru dianggap sebagai ahli hukum apabila telah diakui secara luas oleh 
dunia internasional karena keahlian yang dimiliki. Misalnya, seorang 
ahli hukum dikenal karena sumbangsih pemikirannya dengan mutu 
tinggi. 

Akad Perjanjian (Kontrak) 
Perjanjian dapat dilakukan sebagai simbol kesepakatan antara kedua 
belah pihak yang berunding. Ditinjau dari undang-undang yang berlaku, 
perjanjian dapat ditelusuri dari Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam pasal 
tersebut dinyatakan bahwa perjanjian merupakan semua persetujuan 
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yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 
yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali 
selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang 
oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan harus 
dilaksanakan dengan iktikad baik. 

Menurut Kamus Hukum, perjanjian diartikan sebagai persetujuan 
antara dua orang atau pihak untuk melaksanakan sesuatu. Apabila 
perjanjian tersebut ditulis maka dinamakan kontrak. Dalam Pasal 1313 
KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian dapat disebut juga sebagai 
suatu persetujuan. Dalam hal ini, persetujuan diartikan sebagai suatu 
perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap 
satu orang atau lebih (Pujiyono, 2014: 21).
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BAB II
PENGUSAHA

Pengertian Pengusaha
Banyak orang menginginkan pekerjaan tetap yang dapat memberikan 
kecukupan kebutuhan dari gaji yang diterimanya. Dalam lingkup dunia 
kerja, dikenal karyawan sebagai orang yang bekerja dengan ketentuan 
tertentu terhadap sebuah perusahaan atau tempat kerja lainnya. Selain 
karyawan, dikenal juga istilah pengusaha sebagai orang yang mengge-
luti bisnis tertentu dengan tujuan tertentu.

Pada umumnya pengusaha memiliki usaha dalam bidang perda-
gangan. Hal ini sejalan dengan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia yang menyebutkan bahwa pengusaha adalah orang yang 
mengusahakan (perdagangan, industri, dan sebagainya) berusaha 
dalam bidang perdagangan. Sebagai seseorang yang tidak memiliki 
ketetapan penghasilan yang pasti, pengusaha harus memiliki kemam-
puan dalam mengelola perusahaan atau bisnis yang digeluti. 
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Definisi pengusaha juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (5) 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pengusaha memiliki penger-
tian sebagai berikut.
1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menja-

lankan suatu perusahaan milik sendiri. 
2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berdiri 

sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. 
3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada 

di Indonesia mewakili perusahaan—milik sendiri atau bukan 
miliknya—yang berkedudukan di luar Indonesia.

Dalam dunia bisnis, berpikir besar memiliki arti menggali ide-ide 
dan memaksimalkan potensi yang ada. Meskipun hal tersebut meru-
pakan definisi yang sederhana, berpikir besar sulit dilakukan dengan 
banyak alasan. Jhonson (2015: 16) menyebutkan beberapa alasan yang 
menyebabkan orang sulit berpikir besar, antara lain sebagai berikut.
1. Salah satu hambatan utama untuk berpikir besar adalah ketidak-

mampuan mengatasi lingkungan. Dengan kata lain, lingkungan 
dapat membatasi pemikiran sampai pada titik bisnis mengalami 
pertumbuhan terbatas atau bahkan pailit.

2. Banyak pengusaha kurang motivasi untuk mengejar ide-ide besar. 
Mentalitas ini lazim di antara pengusaha yang telah memiliki 
beberapa tingkat keberhasilan dalam bisnis sehingga mengurangi 
kemauan untuk mengejar ide-ide yang lebih besar. Pengusaha 
ini berusaha untuk mempertahankan kenyamanan mereka atau 
memilih menjadi terbiasa mencari buah yang tergantung rendah. 
Sebagaimana kutipan Michael Gerber, “Kenyamanan membuat 
kita semua menjadi pengecut”. 

Para pengusaha tersebut juga bisa saja kewalahan dengan 
menjalankan bisnis mereka sendiri dan tidak memiliki waktu 
untuk melakukan hal lain. Untuk mengatasi kurangnya motivasi, 
pengusaha harus menemukan individu atau tim untuk meminta 
bantuan dalam mewujudkan ide besar tersebut selangkah demi 
selangkah. Memosisikan diri agar selalu termotivasi merupakan hal 
sulit. Namun, meminta orang lain untuk bergabung dan memiliki 
tujuan yang sama merupakan hal yang paling mungkin dilakukan 
dalam mengejar kembali ide-ide tersebut.
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3. Beberapa pengusaha kurang percaya diri untuk berpikir besar. 
Banyak pengusaha tidak melihat diri sendiri dalam menjalan-
kan organisasi dan dibekukan oleh besarnya ide tersebut. Untuk 
meningkatkan kepercayaan diri, rancang dan ambil langkah-lang-
kah kecil mengerjakan ide tersebut. Dapat dilakukan melalui riset 
dasar atau menuliskan ide tersebut. 

4. Pengusaha sering kekurangan modal. Oleh karenanya, influencer 
sering dibutuhkan untuk mengeksekusi program tersebut dalam 
skala besar. 

5. Pengusaha tidak berpikir untuk melisensikan produknya, sebuah 
strategi yang akan memberinya keuntungan lebih cepat dan memi-
nimalkan risiko.

Selama ini, banyak orang yang memaknai pebisnis dan pengusaha 
adalah hal yang sama. Harap dicatat bahwa pemahaman tersebut salah. 
Keduanya memiliki perbedaan dari segi definisi, tujuan, risiko dan 
aspek lainnya.

Pengusaha adalah seseorang yang mengikuti cara tradisional 
dalam berbisnis atau mengikuti ide bisnis yang ada dan berkembang 
di masyarakat. Para pelaku bisnis cenderung menghadapi risiko yang 
kecil karena dapat memilih ide bisnis dengan prospek yang menjanji-
kan dan risiko yang terbatas. Adapun pebisnis merupakan orang yang 
menjalankan usahanya secara mandiri. Istilah lain menyebutnya entre-
preneurship karena dijalankan secara mandiri sehingga memiliki risiko 
yang cukup besar.

Dari segi pemaknaan tersebut akan telihat perbedaan yang signifi-
kan. Seorang pebisnis akan memunculkan ide bisnis baru dan menge-
rahkan segenap kemampuannya untuk menciptakan ide bisnis baru 
tersebut. Sementara itu, pengusaha cenderung melihat tren dan memak-
simalkan keuntungan dari bisnis yang sedang naik daun tersebut.

Dari segi tujuan dalam menjalankan bisnis, pengusaha memiliki 
fokus utama mengejar keuntungan, semakin tinggi keuntungan maka 
semakin baik. Adapun pebisnis biasanya fokus pada pengembangan 
bisnis dan passion-nya sehingga tujuan utamanya yaitu untuk menda-
patkan kepuasan pribadi dari produk dan jasa yang telah berhasil 
dikembangkan dengan sepenuh hati.

Pengusaha dan pebisnis juga memiliki perbedaan dalam meng-
hadapi tantangan bisnis. Bagi pebisnis, tantangan dan perubahan 
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merupakan hal yang lumrah dan cenderung fleksibel dalam mengha-
dapinya sehingga mudah mengikuti perubahan dan keluar dari zona 
nyamannya. Sebaliknya, bagi pengusaha akan sulit keluar dari zona 
nyamannya. Mereka akan cenderung bertahan ketika keuntungan 
masih diperoleh. Jika mereka kehilangan keuntungan maka akan segera 
beralih ke bisnis lain.

Perbedaan selanjutnya adalah cara pandang atau cara keduanya 
mendefinisikan kesuksesan. Pengusaha akan melihat bisnis yang terus 
berkembang dan mendatangkan keuntungan maksimal sebagai defi-
nisi kesuksesan mereka. Adapun pebisnis akan memandang kesukse-
san sebagai kemenangan dari proses mentransformasikan ide menjadi 
produk jadi serta proses memperkenalkannya kepada publik.

Pengusaha dalam pengertian sederhana merupakan orang yang 
menjalankan perusahaan dan memiliki tanggung jawab terhadap maju 
atau mundurnya suatu perusahaan. Pengusaha juga dapat memberikan 
mandat kepada orang lain dalam menjalankan perusahaan. Pengusaha 
yang menjalankan perusahaan dan memberikan kebijakan dalam peru-
sahaannya akan memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pengusaha sekaligus 
pemimpin perusahaan.

Pemimpin perusahaan pada dasarnya merupakan orang yang 
diberikan kewenangan oleh pengusaha dalam menjalankan perusa-
haan. Seorang pemimpin perusahaan memiliki tanggung jawab dalam 
mundur maupun majunya perusahaan tersebut. Dalam perusahaan 
juga akan terdapat pembantu perusahaan.

Pembantu perusahaan pada dasarnya merupakan orang yang 
dibayar untuk membantu setiap tugas yang diberikan oleh pemimpin 
perusahaan sehingga tugas yang diemban oleh pemimpin perusahaan 
dapat dengan efektif terselesaikan. Seorang pembantu perusahaan dapat 
berupa pekerja ataupun agen dari luar perusahaan. 

Hak dan Kewajiban Pengusaha
Sebagai seorang pengusaha yang memiliki otoritas lebih pada perusa-
haan yang dijalankan, terdapat beberapa hak yang dimiliki oleh peng-
usaha. Hak tersebut mencakup beberapa hal terkait teknis jalannya 
perusahaan. Pasal 150 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan merangkum hak-hak tersebut menjadi sebagai berikut. 
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1. Berhak atas hasil pekerjaan. 
2. Berhak untuk memerintah atau mengatur tenaga kerja.
3. Berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja 

atau buruh.

Setiap kegiatan yang dilakukan akan menyebabkan dampak baik 
ataupun buruk. Oleh karena itu, tanggung jawab harus dimiliki oleh 
setiap orang dalam melakukan sesuatu—berlaku juga dalam kegiatan 
pengusaha. Perusahaan yang dalam hal ini dioperasikan oleh peng-
usaha akan memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan. Dalam 
konteks sederhana, pengusaha sebagai pemegang peran penting dalam 
setiap kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan memiliki tugas dan 
tanggung jawab tertentu.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan terkait 
tanggung jawab yang diemban oleh pengusaha. Antara lain menye-
diakan uang saku dan/atau uang transpor bagi peserta pemagangan, 
fasilitas pelatihan, instruktur, serta perlengkapan keselamatan dan kese-
hatan kerja.

Pengusaha dan karyawan merupakan dua bagian yang saling 
melengkapi dalam sebuah perusahaan. Terdapat banyak kebijakan 
yang dibutuhkan oleh perusahaan demi kemajuan bersama. Hal ini 
dapat dilakukan oleh pengusaha. Namun secara teknis pelaksanaan, 
karyawan memiliki peran penting dalam memastikan program-pro-
gram yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Pemenuhan 
atas segala fasilitas yang ada bagi kinerja karyawan harus dipenuhi oleh 
pengusaha demi berlangsungnya kegiatan usaha yang kondusif.

Penyediaan infrastruktur serta pelatihan akan memberikan karya-
wan kesempatan lebih untuk berkembang menjadi lebih baik. Banyak 
kemampuan yang dapat diasah. Komitmen pada perusahaan dan peng-
alaman bekerja dengan profesional dapat terbentuk dari pelatihan dan 
pemenuhan infrastruktur penunjang perusahaan. Peniadaan fasilitas 
tersebut pada akhirnya akan merugikan perusahaan itu sendiri. 

Dalam lingkup yang lebih luas, tanggung jawab pengusaha juga 
dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan yang menjelaskan beberapa kewajiban pengusaha, 
antara lain sebagai berikut. 
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1. Mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan 
perlindungan sesuai dengan garis dan derajat kecacatannya. 

2. Pengusaha wajib memberikan atau menyediakan angkutan antar 
jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang 
pekerja antara pukul 23.00—05.00. 

3. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. 
4. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/

buruh. 
5. Pengusaha wajib memberikan kesempatan secukupnya kepada 

pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh 
agamanya. 

6. Pengusaha wajib membayar upah kerja lembur ketika mempeker-
jakan pekerja/buruh pada hari libur resmi. 

7. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurang-
nya sepuluh orang wajib membuat peraturan perusahaan yang 
mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang 
ditunjuk.

8. Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta 
memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya 
kepada pekerja/buruh.

9. Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja, 
serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya tujuh hari kerja. 

10. Dalam hal terjadi pemutusan kerja, pengusaha diwajibkan memba-
yar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan 
uang penggantian hak yang seharusnya diterima. 

11. Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena 
diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengu-
saha, pengusaha tidak wajib memberikan bantuan kepada keluarga 
pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya. 

12. Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang menga-
lami pemutusan hubungan kerja berupa uang penghargaan masa 
kerja sebanyak satu kali.

13. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah mini-
mum. 

14. Pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut pera-
turan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB III
KONTRAK DAGANG

Pengertian Kontrak
Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui perjanjian yang dila-
kukan oleh beberapa pihak dalam mencapai kesepakatan bersama. 
Kontrak juga bertujuan untuk memastikan hukum yang berlaku dalam 
setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

Dalam perjanjian sederhana, hal tersebut hanya diucapkan oleh 
dua orang yang sudah saling percaya dalam melakukan transaksi. 
Walaupun demikian, perjanjian tersebut rawan terjadi penipuan dari 
masing-masing pihak. Oleh karena itu, kontrak dibuat untuk memas-
tikan kepastian hukum dari masing-masing pihak.

Dalam lingkup bisnis, kontrak dapat ditemukan dalam berbagai 
tipe. Selain itu, terdapat juga istilah yang berbeda dalam memaknai 
kontrak. Istilah lain dari kontrak adalah persetujuan (agreement). Istilah 
tersebut dikenal juga dalam peraturan perundang-undangan sebagai 
suatu perbuatan hukum yang mengikat terhadap satu orang atau lebih. 
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Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan empat syarat sahnya perjan-
jian, yaitu sebagai berikut. 
1. Kesepakatan para pihak.
2. Kecakapan membuat suatu perjanjian. 
3. Suatu pokok persoalan tertentu. 
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, dapat diketahui bahwa terda-
pat syarat yang masuk dalam kategori subjektif dan objektif. Kategori 
subjektif mencakup kesepakatan dan kecakapan para pihak. Kategori 
ini hadir karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjan-
jian. Adapun kategori objektif didasarkan pada anggapan bahwa pokok 
permasalahan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang merupakan 
bagian dari objek perjanjian (Subekti, 1978: 20).

Dalam setiap perjanjian yang dibuat akan tetap terjadi rawannya 
sengketa. Dalam beberapa kasus, perjanjian dapat batal karena suatu 
alasan tertentu. Setiap perjanjian yang dibuat dapat mengalami keru-
sakan. Apabila hal ini terjadi, perjanjian dapat dibatalkan. Salah satu 
pihak dapat mengajukan pembatalan kepada pihak berwajib untuk 
selanjutnya mendapatan tindak lanjut.

Asas Kebebasan Kontrak
Masyarakat secara luas memiliki kebebasan untuk menjalin kontrak, 
kerja sama, membuat peraturan, dan segala hal yang terkait dengan 
hukum dengan batasan tidak melanggar peraturan yang ada. Kebebasan 
berkontrak adalah bentuk dari hak asasi manusia untuk bebas menen-
tukan membuat perjanjian dengan siapa, objek perjanjiannya, serta isi 
peraturan tersebut.

Dalam kebebasan berkontrak juga terdapat prinsip-prinsip perjan-
jian yang harus dipatuhi, yaitu sebagai berikut.
1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali, selain dengan 

kesepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh 
undang-undang dinyatakan cukup untuk hal tersebut. 

3. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. 
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Prinsip di atas harus dimiliki dalam setiap perjanjian yang akan 
dibuat. Masing-masing orang memang diberikan kebebasan dalam 
menentukan dengan siapa perjanjian tersebut akan dibuat. Namun, 
setiap orang yang akan terlibat dalam perjanjian tersebut diharapkan 
telah membaca secara seksama terhadap yang disepakati. 

Setiap orang yang akan melakukan perjanjian diharapkan telah 
membaca keseluruhan naskah yang akan dibuat. Selanjutnya, bagi 
setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki itikad baik. 
Bukan menjadi jaminan setiap orang dalam perjanjian akan menjaga 
amanah sampai akhir perjanjiannya. Oleh karena itu, setiap perjanjian 
yang akan dilakukan hendaknya menggunakan iktikad baik.

Dalam perjanjian yang dibuat, setiap anggota haus saling menghor-
mati satu sama lain. Iktikad baik tersebut penting untuk dijaga, meng-
ingat kecurangan dalam sebuah perjanjian atau sifat ingkar janji dapat 
terjadi karena kesempatan yang ada. Apabila perjanjian tidak dilakukan 
atas dasar iktikad baik, keberlangsungan perjanjian akan sulit tercapai

Kontrak Standar
Secara teoretis, membuat kontrak tidak boleh terlalu sulit. Mengapa 
demikian? Kebebasan berkontrak tidak disebutkan dalam hukum 
kontrak? Artinya, para pihak bebas menentukan sesuatu yang mereka 
inginkan, selama ada kesepakatan dan tidak melanggar hukum. Namun, 
bagian yang dipermasalahkan yaitu ketika posisi para pihak dalam 
kontrak tidak seimbang. Apakah prinsip kebebasan berkontrak masih 
berlaku? Sebagaimana diketahui dalam praktiknya, kontrak komersial 
telah dibakukan oleh pihak-pihak yang memiliki posisi ekonomi lebih 
kuat.

Secara umum, persyaratan kontrak standar sangat menguntungkan 
bagi pembuat kontrak. Dalam kasus ini, konsumen hanya memiliki dua 
pilihan, yaitu ambil atau berikan (take it or give it up). Contoh kontrak 
standar adalah kontrak asuransi. Jika melihat lebih dekat pada keten-
tuan kontrak asuransi—yang sering ditulis dalam huruf kecil, sulit bagi 
kebanyakan orang untuk memahami makna yang diungkapkan dalam 
kontrak asuransi. Oleh karena itu, tidak jarang setelah tanda tangan 
kontrak, konsumen merasa dirugikan oleh ketentuan kontrak standar. 



34 Pengantar Hukum Perusahaan

Dalam hal ini, kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 
tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku efektif sejak 20 April 
2000 patut untuk disambut. Dalam Pasal 18 undang-undang tersebut 
disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul yang 
letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas 
atau pengungkapannya yang sulit untuk dimengerti. 

Jual Beli
Tuhan menjadikan setiap manusia untuk menolong sesamanya agar 
bisa tolong-menolong, serta saling bertukar segala sesuatu yang ditu-
jukan untuk kebaikan bersama. Dengan demikian, kehidupan masya-
rakat menjadi tertib dan hubungan satu dengan yang lain menjadi 
solid. Kebutuhan manusia atas manusia lain akan menjadikan manusia 
menjadi makhluk sosial.

Manusia merupakan makhluk sosial dengan kebutuhan yang tidak 
mampu dipenuhi oleh dirinya sendiri. Manusia membutuhkan orang 
lain sebagai teman hidup berupa sosial antarmanusia maupun sebagai 
pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Setiap orang saling berhubungan 
dalam kaitannya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada masa sebelum 
ditemukannya uang sebagai alat tukar, barter telah lebih dahulu populer 
sebagai alat tukar dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 

Dewasa ini, jual beli menjadi pilihan dalam kaitannya memenuhi 
kebutuhan. Barter mulai ditinggalkan seiring tidak relevannya nilai 
tukar yang diberikan, serta kurang efisien. Selanjutnya, dikenal istilah 
jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jual beli dapat 
ditinjau berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan, “Jual 
beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat-
kan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk 
membayar harga yang dijanjikan”.
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BAB IV
TEORI BADAN HUKUM

Pengakuan atas sebuah entitas hukum—bagian dari badan hukum 
maupun tidak—menjadi perdebatan yang telah lama diangkat. 

Berbagai teori telah dikemukakan sebagai sumbangsih pemikiran filsa-
fat dalam ilmu hukum. Walaupun demikian, perdebatan terkait teori 
badan hukum tidak jarang dianggap sebagai perdebatan yang tidak 
memiliki substansi karena tidak menemukan asal terangnya. Namun, 
tetap penting untuk mengetahui teori badan hukum sebagai wawasan 
tambahan terkait hukum perusahaan.

Rudolf von Jhering, Otto von Gierke, Friedrich Carl von Savigny, A. 
Brinz, dan Meyers awalnya memprakarsai teori badan hukum. Namun, 
putusan House of Lords pada kasus Salomon vs A Salomon & Co. Ltd. 
menjadi awal berkembang dan dikenalnya teori badan hukum. Dalam 
teori badan hukum terdapat beberapa teori yang menjadi latar belakang 
badan hukum. Dalam bab ini akan dibahas beberapa teori tersebut.
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Teori Fiksi
Teori ini mengungkapkan bahwa badan kewenangan badan hukum 
sebenarnya tidak ada atau fiksi. Hal ini tidak terlepas dari peran 
pemerintah yang memberikan kuasa hukum terhadap badan hukum 
sehingga memiliki wewenang hukum. Dengan artian lain, negaralah 
yang memiliki kewenangan hukum untuk memberikan wewenang 
pada badan hukum atau tidak. Penjelasan ini juga menegaskan bahwa 
bandan hukum hanya merupakan bayangan. 

Menurut Pujiyono (2014: 48), badan hukum pada hakikatnya 
adalah hal yang fiksi. Dengan kata lain, badan hukum tidak memiliki 
kuasa apa pun dalam membuat kebijakan konkret dan hanya menjadi 
bayangan subjek hukum semata. Namun, status fiksi berubah dengan 
masuknya negara yang memberikan legalitas terhadap badan hukum 
tersebut. Artinya, badan hukum baru akan berarti setelah disahkan oleh 
negara sebagai pemegang kekuasaan membuat badan hukum.

Pada awalnya, teori fiksi dikenalkan oleh Friedrich Carl von 
Savigny (1779—1861). Ia berpendapat bahwa hukum merupakan hal 
yang fiksi atau tidak memiliki eksistensi. Walaupun demikian, orang 
menciptakan dalam bayangannya sebagai pelaku atau subjek hukum 
yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Dengan 
demikian, tindakan yang dilakukan oleh badan hukum tersebut harus-
lah melalui wakilnya, seperti direktur atau pengurus perseroan.

Teori Kekayaan Jabatan
Teori kekayaan jabatan atau leer van het ambtelijk vermogen memiliki 
anggapan bahwa badan hukum merupakan badan dengan kepemilikan 
harta yang berdiri sendiri. Harta tersebut dimiliki oleh pengurus harta 
tersebut, sehubungan dengan jabatannya sebagai pengurus harta yang 
bersangkutan. Teori ini digagas oleh Holder dan Binder.

Bagi badan hukum, untuk menjalankan kegiatan dan usahanya 
memerlukan suatu badan yang berbentuk orang. Pada dasarnya teori ini 
menyatakan bahwa badan hukum memiliki harta kekayaan tersendiri 
yang terpisah dari harta kekayaan badan atau pengurusnya. Walaupun 
demikian, kedudukan para pengurus tersebut seolah-olah mereka-
lah yang bertanggung jawab atas harta kekayaan badan hukum yang 
bersangkutan.
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Teori Kepemilikan Bersama 
Teori kepemilikan bersama atau gezamenlijke vermogens theorie memi-
liki konsep bahwa setiap orang dalam organisasi memiliki peran yang 
besar. Dalam teori ini dijelaskan bahwa wujud konkret dari organisasi 
ditunjukkan oleh anggotanya. Dalam artian lain, hak dan kewajiban dari 
badan hukum juga merupakan hak dan kewajiban dari setiap anggota 
yang ada. Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering (1818—1892), 
seorang sarjana Jerman pengikut aliran sejarah. Pengikut teori ini adalah 
Marcel Planiol (Prancis) dan Molengraaff (Belanda). Setelah itu, diikuti 
oleh Star Busmann Kraneburg, Paul Scolten, dan Apeldoorn. 

Konstruksi dari teori ini menganggap badan hukum sebagai 
konstruksi yuridis, bukan sebagai abstraksi dan teori. Selanjutnya, 
semua anggota yang terhimpun pada suatu kesatuan akan membentuk 
suatu pribadi yang disebut badan hukum (Rido, 2004: 9). Teori ini juga 
menggambarkan hukum menjadi nyata karena kewajiban hukum yang 
ada diemban oleh anggota secara bersama-sama.

Badan tersebut secara riil dapat melakukan tindakan hukum karena 
merupakan kumpulan para anggota. Tindakan hukum tersebut adalah 
hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh 
anggota. Tindakannya dapat berwujud dalam lapangan harta kekayaan 
karena badan tersebut memiliki harta kekayaan. Harta kekayaan badan 
hukum tersebut milik bersama, tidak boleh dibagi-bagi. 

Teori ini cocok berlaku untuk koperasi, yaitu badan hukum yang 
mempunyai anggota. Menurut Molengraaff, di dalam badan hukum 
pada dasarnya terdapat hak dan kewajiban para anggotanya. Terdapat 
juga harta kekayaan yang secara bersama-sama dimiliki oleh para 
anggotanya, tetapi keberadaannya tidak dapat dibagi-bagi. Tiap-tiap 
pribadi anggota adalah pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan 
dalam badan hukum tersebut.

Teori Kekayaan Bertujuan
Collectivities theorie berperan besar pada perkembangan teori ini. Teori 
ini memiliki konsep bahwa kekayaan dari badan hukum pada dasarnya 
merupakan kekayaan badan hukum yang terikat pada badan hukum yang 
memiliki tujuan tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan. Kekayaan 
tersebut bukan dimiliki oleh para pengurus/organ atau perseorangan.
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Sebagai penggagas teori ini, A. Brin dan F. J. van Heyden berpenda-
pat bahwa badan hukum mempunyai hak atas harta kekayaan tertentu 
yang dibentuk untuk tujuan melayani kepentingan tertentu. Teori ini 
memiliki asumsi bahwa pada dasarnya subjek hukum hanya berupa 
manusia/orang/naturlijke persoon. 

Dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila telah memiliki keka-
yaan yang digunakan untuk tujuan tertentu. Atas adanya harta badan 
hukum, muncul juga hak dan kewajiban dari badan/organisasi tersebut 
pada pihak ketiga. Hal ini diungkapkan oleh Brinz dalam bukunya 
berjudul Lehrbuch der Pandecten (1883) terkait pentingnya pemisahan 
antara kekayaan badan hukum dan pengurusnya.

Pemisahan kekayaan menjadi penting guna memastikan tujuan 
perusahaan dapat tercapai. Dalam pendapatnya, Brinz menyampai-
kan bahwa hanya manusia yang dianggap sebagai orang. Sementara 
itu, hukum merupakan sarana dalam melindungi tujuan-tujuan dan 
kepentingan manusia. Sejalan dengan hal tersebut, harta dari peru-
sahaan bukan milik setiap orang. Namun, merupakan kepemilihan 
untuk tujuan pasti dan menjadi pelengkap perusahaan dalam rangka 
melindungi tujuan tersebut.

Badan hukum diakui sebagai subjek hukum sebagaimana manu-
sia. Hal ini tidak terlepas dari badan hukum yang tetap memiliki hak 
serta kewajiban. Walaupun demikian, titik berat penentuan tersebut 
bukan karena badan hukum terdiri dari orang-orang. Penetapannya 
juga bukan berdasarkan karena adanya organ dalam sebuah perkum-
pulan. Titik berat dalam teori ini berupa tujuan dari harta kekayaan 
yang dimiliki oleh badan/organisasi tersebut. 

Teori Organ
Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Otto von Gierke, kemudian 
diikuti oleh L. G. Polano di Belanda. Ajarannya disebut leer der volle-
dige realiteit yang memiliki arti ajaran realitas sempurna. Pada teori ini 
diungkapkan bahwa badan hukum merupakan suatu organisme yang 
nyata. Dengan kata lain, badan hukum merupakan een bestaan dat  
hun realiteit. Sebagai suatu hal yang nyata, badan hukum memiliki 
organ-organ yang menunjangnya. 
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Layaknya sebuah organisme yang memiliki komponen pendukung 
atau organ seperti kaki, tangan, kepala, kaki, dan banyak organ lain. 
Hal tersebut juga berlaku pada badan hukum. Badan hukum memiliki 
banyak struktur di bawahnya guna menunjang hal yang ingin dica-
pai oleh badan hukum. Tanpa organ-organ tersebut, badan hukum 
tidak dapat berdiri. Badan hukum dalam melakukan tugasnya memer-
lukan perlengkapan seperti pengurus, komisaris, dan rapat anggota. 
Selanjutnya, badan hukum yang ada melakukan tugas seperti yang dike-
hendaki pengurusnya. Sebagaimana yang dilakukan organ tubuh pada 
manusia (Pujiono, 2014: 51).

Teori organ ini muncul sebagai reaksi ketika diterapkannya teori 
fiksi. Menurut teori organ, badan hukum bukanlah sesuatu yang abstrak 
(fiksi). Namun, seperti manusia yang benar-benar dalam pergaulan 
hukum dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantara yang 
ada padanya—pengurus dan anggotanya. Prananingrum (2014: 20) 
berpendapat bahwa yang diputuskan oleh organ adalah sesuai dengan 
kehendak badan hukum tersebut sehingga badan hukum dianggap 
sebagai sesuatu yang sama dengan manusia.

Teori Kenyataan Yuridis
Pada dasarnya teori ini tidak bisa terlepas dari teori organ karena meru-
pakan penghalusan dari teori organ. Penggagas dari teori ini adalah E. 
M. Meijers, kemudian didukung oleh Scolten. Meijrs selaku penggagas 
teori ini berpendapat bahwa eksistensi badan hukum tidak dapat diraba 
dan digambarkan bentuknya. Walaupun demikian, badan hukum pada 
dasarnya merupakan entitas yang konkret. Artinya, badan hukum 
bukan merupakan hal yang khayalan. Hal ini tidak terlepas dari badan 
hukum yang merupakan kenyataan yuridis. 

Teori ini juga menyamakan antara manusia dengan badan hukum. 
Persamaan tersebut bukan diklasifikasikan berdasarkan perwujudan 
semata, melainkan persamaan dalam hal bidang. Maksud dari persa-
maan bukan pada wujud adalah eksistensi yang ada dalam hukum tidak 
dilihat dari tangan, mulut, kaki, organ, atau bagian tubuh lainnya. 

Meijers berpendapat bahwa perbedaan tersebut sebagai kenyataan 
sederhana. Hukum dalam teori ini memiliki makna sebagai tindakan  
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yang dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban di mata hukum. 
Tidakan hukum yang dilakukan merupakan tindakan yang nyata.

Ditinjau dari hukum perdata yang ada, badan hukum harus diakui 
sebagai subjek hukum untuk masalah yang bersangkutan dalam bidang 
hukum yang memiliki hubungan dengan kewajiban dan perikatan saja. 
Hal ini terangkum dalam Pasal 1653 KUH Perdata bagian perikatan. 
Dalam hukum perdata, tindakan yang menimbulkan hak dan kewa-
jiban hukum pada dasarnya termasuk dalam kategori perikatan.

Secara garis besar, badan hukum dalam teori ini dianggap sebagai 
badan hukum karena ditentukan oleh hukum. Contoh teori ini dapat 
dilihat dalam pengangkatan koperasi dan yayasan sebagai badan hukum. 
Koperasi dan yayasan pada awalnya merupakan sekumpulan orang. 
Namun, terdapat persyaratan yang mampu dipenuhi oleh koperasi dan 
yayasan tersebut sebagai badan hukum sebagaimana yang dicantumkan 
dalam undang-undang. 

Oleh karena itu, terdapat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 
tentang Yayasan. Hal serupa tidak dapat terjadi pada CV dan firma 
karena keduanya bukan badan hukum. Hal tersebut terjadi karena 
KUHD dan yurisprudensi tidak mengakuinya sebagai badan hukum.

Adapun kasus yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa 
badan hukum yang ada sangat dipengaruhi oleh teori kenyataan yuri-
dis. Ditunjukkan dari berbagai badan hukum yang ada diterbitkan atau 
dilahirkan dari berbagai undang-undang yang ada.

Sementara itu, teori yang lain berfungsi sebagai penguat—seba-
gaimana teori fiksi yang beranggapan bahwa sebuah badan/perkum-
pulan orang belum dikatakan sebagai badan hukum. Badan hukum 
baru dianggap sah apabila telah diberikan wewenang oleh negara. Hal 
ini kemudian telah diatur dalam perundang-undangan yang ada di 
Indonesia. Memiliki konsekuensi bahwa sebelum perkumpulan terse-
but diberikan wewenang sebagai badan hukum, perkumpulan tersebut 
hanya akan menjadi perkumpulan biasa dan bukan merupakan badan 
hukum. Teori fiktif tersebut kemudian menguatkan teori yuridis yang 
menjelaskan bahwa badan hukum ditentukan oleh hukum (Pujiono, 
2014: 54).
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BAB V
PERSEROAN TERBATAS

Pengertian Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum persekutuan modal 
yang didirikan berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha 
dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum 
perorangan. Sebagai badan hukum juga memenuhi kriteria usaha mikro 
dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 
mengenai usaha mikro dan kecil. 

Perusahaan jenis ini merupakan salah satu jenis dari BUMN 
(Badan Usaha Milik Negara) dengan saham paling sedikit 51% dimi-
liki oleh negara. Adapun tujuan dari PT adalah mencari keuntungan. 
Dalam perkembangannya, Indonesia mengatur PT pada 1848 dalam 
Bab 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia. 

Perlu diketahui bahwa PT merupakan satu-satunya badan hukum 
yang dapat menerbitkan saham. Saham dalam PT antara lain sebagai 
berikut.
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1. Saham biasa. 
2. Saham dengan atau tanpa hak suara.
3. Saham dengan hak khusus mencalonkan anggota direksi dan/atau 

anggota komisaris. 
4. Saham yang setelah jangka waktu tertentu akan ditarik kembali 

atau dipertukarkan dengan klasifikasi saham lain.
5. Saham yang memberikan hak prioritas atas pemiliknya untuk mene-

rima dividen atas pemegang saham lain dari saham yang berbeda—
klasifikasi pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif. 

6. Saham yang memberikan hak prioritas kepada pemiliknya untuk 
menerima alokasi sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi atas 
pemegang saham lainnya dengan klasifikasi saham yang berbeda.

7. Saham preferen lainnya sebagaimana ditentukan dalam AoA peru-
sahaan.

Terdapat beberapa elemen yang harus dipenuhi agar PT dapat 
menjadi badan hukum, yaitu sebagai berikut.
1. Merupakan persekutuan modal. 
2. Didirikan berdasarkan perjanjian.
3. Melakukan kegiatan usaha.
4. Lahir melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah.

Sebagai badan hukum, PT memiliki modal dasar yang disebut 
authorized capital, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinya-
takan dalam Akta Pendirian Perseroan. Modal dasar tersebut terdiri 
dan terbagi dalam saham yang dimasukkan para pemegang saham 
dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar 
saham tersebut pada perseroan. 

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa modal dasar perseroan terdiri 
atas seluruh nilai nominal saham. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) a 
quo menyebutkan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit yaitu 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Syarat Pendirian Perseroan Terbatas 
Perseroan terbatas merupakan salah satu pemutar roda perekonomian 
yang terdapat di Indonesia. Dengan didirikannya PT, banyak lapangan 
kerja yang terbentuk. Secara tidak langsung juga akan memberikan 
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banyak orang kesempatan untuk bekerja dan merasakan manfaat atas 
berdirinya perusahaan tersebut. Walaupun demikian, tidak jarang 
orang yang belum mengetahui syarat pendirian PT. Adapun syarat-sya-
ratnya yaitu sebagai berikut.
1. Didirikan oleh dua orang atau lebih

Merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2007, “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih 
dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Kata 

“orang” dalam konteks ini adalah seorang individu. Dalam pera-
turan ini juga menegaskan bahwa pendirian PT harus dilakukan 
oleh minimal dua orang. Peraturan ini juga tidak membatasi indi-
vidu tersebut harus berasal dari WNI atau WNA. Titik tumpu pada 
peraturan ini adalah harus adanya kesepakatan antara dua orang 
atau lebih. Artinya, prinsip dari pendirian PT yaitu berdasarkan 
perjanjian sehingga membutuhkan dua orang atau lebih.

2. Berstatus badan hukum
Status hukum dari PT dapat ditelusuri dalam Pasal 7 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, “Perseroan memperoleh 
status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri 
mengenai pengesahan badan hukum perseroan”. Setelah perseroan 
memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi 
kurang dari dua orang—dalam jangka waktu paling lama enam 
bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang 
bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang 
lain atau perseroan.

Sebagaimana Pasal 7 ayat (6) undang-undang a quo, dalam 
hal jangka waktu tersebut dan pemegang saham tetap kurang dari 
dua orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi 
atas segala perikatan dan kerugian perseroan atas permohonan 
pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, pengadilan negeri dapat 
membubarkan perseroan tersebut.

Perikatan dan perseroan yang menjadi tanggung jawab pribadi 
pemegang saham adalah perikatan dan kerugian yang terjadi sete-
lah lewat waktu enam bulan tersebut. Pihak yang berkepentingan 
dimaksud adalah kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang 
saham, direksi, dewan komisaris, karyawan perseroan, serta kredi-
tor dan/atau pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.
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Namun, ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 
dua orang atau lebih tidak berlaku bagi dua perseroan berikut. 
a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. 
b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan 

penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta 
lembaga lain sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

3. Modal dasar perseroan
Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. 
Namun, tidak tertutup kemungkinan peraturan perundang- unda-
ngan di bidang pasar modal mengatur modal perseroan terdiri atas 
saham tanpa nilai nominal. Modal dasar perseroan paling sedikit 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun, undang-undang 
yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah 
minimum modal dasar perseroan yang lebih besar dari nominal 
tersebut.

Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
menyebutkan bahwa perubahan besar modal dasar ditetapkan 
dengan peraturan pemerintah. Bidang usaha yang dimaksud antara 
lain perbankan, perasuransian, atau ekspedisi muatan pengang-
kutan (freight forwarding). Perubahan besar modal dasar tersebut 
diperlukan untuk mengantisipasi perubahan keadaan perekono-
mian.

Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas
Sebelum berfungsi, sebuah perseroan harus melalui beberapa tahapan 
pendirian dan pencatatan oleh pihak terkait. Hal ini secara tidak lang-
sung juga akan mempermudah pengawasan terhadap usaha yang dila-
kukan. Pada bagian sebelumnya, telah diketahui syarat pendirian perse-
roan. Tahapan selanjutnya dalam hal pendirian perseroan adalah bagian 
prosedur pendirian perseroan. 

Setelah mengetahui persyaratan pendirian perseroan, prosedur 
merupakan hal penting dalam pendirian perseroan. Dalam praktiknya 
terdapat beberapa hal penting yang harus dilakukan. Bagian-bagian ini 
harus dilakukan secara runtut dan seksama. Adapun prosedur pendi-
rian perseroan yaitu sebagai berikut. 
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1. Pembuatan akta pendirian di muka notaris
Pendirian perseroan adalah pembuatan akta pendirian di muka 
notaris. Akta pendirian tersebut merupakan perjanjian yang dibuat 
secara autentik yang memuat anggaran dasar perseroan dan kete-
rangan lain sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007. Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri 
dapat diwakili oleh orang lain berdasar pada surat kuasa khusus.

2. Permohonan pengesahan badan hukum
Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan 
bahwa untuk memperoleh keputusan menteri mengenai Pengesahan 
Badan Hukum Perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan 
permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi 
badan hukum secara elektronik kepada menteri. Dilakukan dengan 
mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya nama dan 
tempat kedudukan perseroan; jangka waktu berdirinya perseroan; 
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan; jumlah modal 
dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; serta alamat lengkap 
perseroan. Pengisian format isian tersebut harus didahului dengan 
pengajuan nama perseroan. Pendiri tidak mengajukan sendiri 
permohonannya, pendiri dapat memberi kuasa kepada notaris.

3. Penyampaian surat permohonan secara fisik
Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan 
bahwa dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari terhi-
tung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan atas permohonan, 
pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat 
permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.

4. Penerbitan keputusan pengesahan badan hukum
Dalam Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
dijelaskan apabila semua persyaratan permohonan serta dokumen 
pendukung telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat empat 
belas hari menteri menerbitkan keputusan tentang Pengesahan 
Badan Hukum Perseroan dengan telah disertai tanda tangan elek-
tronik. 

5. Pencatatan dan pengumuman dalam TBN (Tambahan Berita 
Negara)
Akta pendirian perseroan yang telah disahkan diberitahukan kepada 
menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dan oleh menteri 
diumunkan dalam TBN Republik Indonesia. Dalam hal pemberian 
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status badan hukum, Undang-Undang Perseroan ini tidak dikaitkan 
dengan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan—sebagaimana 
dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007.
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BAB VI
STRUKTUR PERMODALAN TERBATAS

Dalam setiap usaha yang akan dibangun, modal merupakan bagian 
penting yang harus dipertimbangkan. Pada bagian tertentu, modal 

juga dapat menjadi penentu perusahaan tersebut masuk dalam skala 
kecil, menengah, atau besar. Dengan demikian, modal menjadi bagian 
penting dalam setiap usaha yang akan dibangun. 

Fahmi (2014: 106) menjelaskan bahwa struktur modal merupakan 
gambaran dari bentuk rasio keuangan suatu perusahaan, yaitu antara 
ekuitas dari kewajiban jangan panjang dan ekuitas sebagai sumber 
keuangan bagi suatu perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut, Riyanto 
(2011: 91) menjelaskan bahwa struktur modal merupakan perbandingan 
antara modal dengan utang yang dimiliki dan digunakan perusahaan.

Ditinjau dari pengertiannya, struktur modal memiliki kesamaan 
dengan struktur keuangan. Namun, keduanya juga tetap memiliki 
perbedaan. Struktur keuangan memiliki pertimbangan seluruh utang 
dengan modal sendiri. Sementara itu, struktur modal pada dasarnya 
merupakan pembekalan secara permanen yang mencerminkan antara 
utang jangka panjang dengan modal. 
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Struktur modal memiliki peran penting dalam perusahaan. 
Kondisi struktur modal yang kurang baik dapat memengaruhi kondisi 
keuangan. Hal tersebut pada akhirnya memberikan dampak buruk bagi 
perusahaan. Dalam struktur modal, terdapat proporsi antara utang 
jangka panjang dengan ekuitas (Irawan & Zainal 2018: 135). 

Tidak semua utang dapat diperhitungkan dalam struktur modal. 
Dalam kasus perusahaan, utang jangka pendek tidak dapat dijadikan 
sebagai pertimbangan. Hal ini tidak terlepas dari utang jangka pendek 
yang memiliki sifat spontan. Sementara itu, utang jangka panjang dapat 
digunakan dalam pertimbangan perusahaan. Utang jangka panjang 
merupakan jenis utang dengan sifat tetap dalam jangka waktu yang 
relatif lama sehingga perlu diperhatikan oleh manajemen keuangan. 

Modal juga dapat berasal dari internal. Modal internal dapat bera-
sal dari laba yang dihasilkan oleh perubahan. Selain sumber internal, 
sumber modal juga dapat berasal dari eksternal. Modal eksternal bera-
sal dari para kreditur dengan bentuk pinjaman ataupun utang.

Modal dalam setiap usaha diperlukan agar dapat mengatur sebe-
rapa usaha yang dapat dibentuk dan mempertimbangkan untung rugi 
usaha yang akan dilakukan. Perencanaan yang kurang matang terkait 
modal dapat merusak rencana yang telah disusun dalam pendirian 
usaha. Dalam teorinya, terdapat beberapa jenis modal seperti modal 
dasar, ditempatkan, dan disetor (Natalia, 2015: 144).

Modal Dasar
Setiap perusahaan memiliki modal untuk menunjang berkembangnya 
usaha yang dijalankan. Dalam praktiknya, modal dasar didefinisikan 
sebagai seluruh nilai nominal saham perseroan. Dengan ini, modal 
dasar dapat dikatakan sebagai total jumlah saham yang dapat diter-
bitkan oleh PT. Pengaturan terkait modal dasar telah dijelaskan dalam 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang 
Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan 
Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan 
Kecil. Dalam Pasal 3 undang-undang a quo disebutkan sebagai berikut.

(1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan.
(2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.



49Struktur Permodalan Terbatas

Modal Ditempatkan
Dalam setiap usaha yang akan dilakukan, modal merupakan hal wajib 
yang harus terlebih dahulu dimiliki. Hal ini juga berlaku pada perusa-
haan yang akan dibangun. Dalam sistem modal, terdapat istilah modal 
ditempatkan. Modal ini merupakan saham yang telah dijual kepada 
pembeli yang berminat ataupun kepada pemegang saham di PT.

Dalam konteks ini, pendiri dari perseroan tersebut menyanggupi 
membayar sejumlah saham yang diajukan. Dengan demikian, secara 
tidak langsung mewajibkan pembeli saham tersebut untuk membayar 
penyetoran pada perseroan tersebut. Sebagaimana pendapat Ginting 
(2007: 56) yang menyatakan bahwa modal ditempatkan merupakan 
jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham—
saham yang diambil tersebut ada yang sudah dibayar dan ada pula yang 
belum dibayar.

Pada saat pendirian PT, modal ditempatkan minimal berjumlah 
20% dari nilai modal dasar. Untuk penerbitan modal ditempatkan beri-
kutnya, undang-undang tidak mensyaratkan ketentuan jumlah minimal 
seperti tersebut di atas, modal atau saham diterbitkan sampai dengan 
jumlah maksimum modal dasar yang disebut dalam AD. 

Modal ditempatkan juga dapat diartikan sebagai modal yang telah 
disanggupi oleh para pendiri ataupun pemegang saham untuk dibayar-
kan atau disetorkan ke dalam kas perseroan (Sardjono dkk., 2014: 83). 
Modal yang ditempatkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) 
dari modal dasar perseroan—modal tersebut harus ditempatkan dan 
disetor penuh (Kurniawan, 2014: 65).

Modal Disetor
Modal disetor (paid up capital) merupakan saham yang sudah diba-
yar penuh kepada PT sehingga menjadi pernyataan atau penyetoran 
saham riil yang telah dilakukan, baik oleh pendiri maupun pemegang 
saham. Modal disetor dapat diartikan juga sebagai modal perseroan 
yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan 
untuk kas perseroan ketika perseroan didirikan.

Modal disetor dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti 
penyetoran yang sah antara lain bukti setoran pemegang saham ke 
dalam rekening bank atas nama PT, data dari laporan keuangan yang 
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diaudit oleh akuntan, atau neraca PT yang telah mendapatkan tanda 
tangan oleh direksi dan dewan komisaris.
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BAB VII
BADAN USAHA MIIK NEGARA (BUMN)

Mengenal BUMN
Setiap negara memiliki pendapatan tersendiri sebagai sumber penda-
patan. Bagian ini kemudian dikenal sebagai BUMN (Bada Usaha Milik 
Negara). BUMN pada dasarnya merupakan usaha yang seluruh atau 
sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Terdapat 
organ yang sangat berpengaruh pada keberhasilan BUMN. Organ terse-
but dikenal sebagai direksi BUMN.

BUMN merupakan badan usaha yang dimiliki negara yang sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung 
yang berasal dari kekayaan negara yang dipisihkan (Chatamarsasjid, 
2004: 8). BUMN didirikan sebagaimana fungsinya sebagai unit ekonomi. 
Dengan demikian, diharapkan mampu memberikan dampak baik pada 
geliat ekonomi dalam lingkup nasional. 
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Pendirian BUMN juga menjadi salah satu bentuk tindakan tang-
gung jawab pemerintah dalam menjalankan lokomotif perekonomian 
yang ada. BUMN diharapkan memiliki peran lebih serta aktif dalam 
perkembangan ekonomi dalam skala nasional. BUMN juga diharapkan 
mampu menopang serta memberikan keuntungan bagi negara dengan 
APBN yang didapatkan dalam kurun waktu tertentu (Bagijo, 2000: 44).

Seperti badan usaha lain, bentuk BUMN dapat ditemukan dalam 
bentuk perseroan atau bentuk perusahaan umum. Bentuk persero dari 
BUMN adalah perusahaan dengan 51% sahamnya dimiliki oleh negara. 
Dalam lingkup persero juga dikenal istilah Persero Terbuka, yaitu persero 
dengan modal dan jumlah sahamnya memenuhi kriteria tertentu. Dalam 
persero juga dikenal organ penting lainnya berupa komisaris. Pasal 1 
angka 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menjelaskan bahwa 
komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat 
kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero. 

Tujuan Pendirian BUMN 
Sebagaimana badan usaha lain, BUMN memiliki tujuan tertentu seba-
gai pijakan pendiriannya. Maksud pendirian BUMN telah dijabarkan 
dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yaitu sebagai 
berikut. 
1. BUMN memiliki tujuan memberikan sumbangan pada perkem-

bangan ekonomi dalam lingkup nasional. Selain sebagai bagian 
penyokong ekonomi nasional, BUMN juga diharapkan mampu 
memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat luas. 
Peningkatan layanan tersebut dapat diwujudkan dengan pening-
katan mutu yang dimiliki oleh BUMN. Pada akhirnya, hal terse-
but diharapkan mampu memberikan bantuan kepada masyarakat 
berupa peningkatan ekonomi dan membantu negara dalam hal 
penerimaan keuangan negara. 

2. BUMN bertujuan untuk mengejar keuntungan. Sebagaimana 
mestinya persero, BUMN juga memiliki orientasi mengejar keun-
tungan tertentu dan melakukan pelayanan umum. Walaupun demi-
kian, persero dapat memiliki tugas khusus dengan memperhatikan 
pengelolaan perusahaan yang sehat. Sebagaimana pula bentuk 
perusahaan umum, BUMN juga memiliki orientasi penyediaan 
barang dan jasa dengan kepentingan umum. Dalam pelaksanaan 
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keduanya, pengelolaan perusahaan yang sehat harus dilakukan 
demi tercapainya tujuan BUMN.

Bentuk-Bentuk BUMN
Perusahaan Perseroan (Persero) 
Pendirian persero dapat dilakukan oleh menteri kepada presiden 
dengan banyak pertimbangan yang menyertainya. Pertimbangan terse-
but dilakukan oleh banyak pihak seperti Menteri Keuangan dan Menteri 
Teknis. Dasar undang-undang mengenai persero terdapat dalam Pasal 
10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. 

Pertimbangan terkait pendirian persero dilakukan secara saksama 
dengan mempertimbangkan banyak hal seperti kemampuan mandiri, 
pengembangan usaha di masa mendatang, perencanaan bisnis, 
dan banyak teknis yang dikomunikasikan dengan Menteri Teknis. 
Pertimbangan tersebut juga dilakukan demi keberlangsungan BUMN. 

Dalam pelaksanaan pendirian persero, menteri merupakan bagian 
penting yang aktif terjun di dalamnya. Menteri selaku wakil negara 
merupakan pemegang saham dalam persero—dengan tetap berpedo-
man pada peraturan perundang-undangan. Persero memiliki tugas 
penting dalam memberikan penyediaan barang dengan kualitas tinggi 
yang mampu bersaing dengan pasar. Pasar tersebut tidak hanya sebatas 
dalam negeri, tetapi juga pasar internasional yang lingkupnya lebih 
besar. Selain penyediaan barang, persero juga diharapkan mampu 
menyediakan jasa dengan kualitas tinggi.

Kualitas barang atau jasa yang ditawarkan oleh persero pada akhir-
nya akan memberikan dampak positif bagi perkembangan perekono-
mian negara secara luas. Selain itu, barang atau jasa yang berkualitas 
dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat karena pendapatan 
pelayanan serta barang yang dapat diandalkan dalam kehidupan sehari-
hari. Oleh karena itu, kualitas harus dijaga dan ditingkatkan demi 
mengikuti perkembangan zaman dan persaingan pasar.

Perusahaan Umum (Perum) 
Perusahaan umum yang kemudian disebut sebagai perum merupa-
kan BUMN yang memiliki orientasi pada kepentingan orang banyak, 
mengejar keuntungan, dan memiliki persyaratan ekonomis. Pendirian 
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perum sangat bergantung pada menteri yang kemudian disetujui oleh 
presiden.

Pengajuan pendirian tersebut mempertimbangkan banyak hal yang 
melibatkan banyak pihak. Pihak utama dalam pendirian perum adalah 
Menteri Keuangan dan Menteri Teknis. Pendirian perum juga telah 
terakomodir dalam perundang-undangan yang ada, tepatnya dalam 
Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 
Milik Negara. Dalam pelaksanaannya, perum harus memenuhi kriteria 
berikut. 
1. Bidang usaha atau kegiatannya berkaitan dengan kepentingan 

orang banyak. 
2. Didirikan tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan.
3. Berdasarkan pengkajian telah memenuhi persyaratan ekonomis 

yang diperlukan bagi berdirinya suatu badan usaha (mandiri). 

Pendirian perum dapat dilakukan oleh menteri kepada presiden 
dengan dasar inisiatif, tetapi tetap mempertimbangkan kriteria tersebut. 
Selain itu, banyak pertimbangan yang harus dilakukan dalam pendirian 
perum. Salah satu pertimbangan yang dilakukan adalah menentukan 
kelayakan perum. Penentuan kelayakan tersebut dilakukan dengan 
mempertimbangkan perencanaan bisnis serta menganalisis keberlang-
sungan usaha di masa mendatang dan kemampuannya sebagai usaha 
yang dapat berjalan sendiri. Kajian pertimbangan tersebut dilakukan 
oleh Menteri Teknis, sepanjang segala hal yang mencakup kebijakan 
sektoral berhubungan dengan peratuan pemerintah. Peraturan tersebut 
meliputi hal-hal berikut. 
1. Penetapan pendirian perum.
2. Penetapan besarnya kekayaan negara yang dipisahkan.
3. Anggaran dasar. 
4. Penunjukan menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik 

modal. 

Adapun peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut menge-
nai pendirian perum mengatur mengenai hubungan antara Menteri 
Keuangan dan Menteri Teknis dalam hal pendirian, pembinaan, pengu-
rusan, dan pengawasan perum. Berkaitan dengan anggaran dasar 
perum, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menjelaskan 
bahwa anggaran dasar perum ditetapkan dalam peraturan pemerintah 
tentang pendiriannya. 
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Peraturan pemerintah tersebut tidak hanya menetapkan pendirian 
perum. Namun, juga menetapkan keputusan untuk melakukan penyer-
taan modal negara ke dalam perum dan anggaran dasar perum yang 
bersangkutan. Menurut Muhammad (2010: 190), anggaran dasar perum 
memuat hal-hal berikut.
1. Nama dan tempat kedudukan perum.
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perum. 
3. Jangka waktu berdirinya perum.
4. Susunan serta jumlah anggota direksi dan dewan pengawas.
5. Penetapan tata cara penyelenggaraan rapat direksi, rapat dewan 

pengawas, rapat direksi dan/atau dewan pengawas dengan Menteri 
Keuangan dan Menteri Teknis. 

Perum merupakan BUMN yang dibentuk oleh negara guna mela-
kukan usaha dengan tujuan mencari keuntungan. Perum dibuat dengan 
seluruh modalnya yang dimiliki oleh negara dan tidak terbagi saham-
nya. Pendirian BUMN jenis ini memiliki tujuan menyediakan barang 
atau jasa yang memiliki kualitas tinggi. 

Dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 
dijelaskan bahwa perum memiliki fokus pada pelayanan dan memi-
liki orentasi pada kebermanfaatan umum dalam bentuk jasa maupun 
barang. Walaupun demikian, unsur mencari laba sebagaimana perusa-
haan lainnya tetap tidak ditinggalkan. 

Perum dituntut untuk dapat mandiri dan memiliki keberlanjutan 
usaha. Sementara itu, BUMN memiliki keuangan yang ditanggung 
negara. Sebagai perusahaan milik negara, aset serta kerugian yang 
menimpa BUMN tersebut juga dalam lingkup tanggungan negara. 
Dengan artian lain, kerugian atau tindakan yang merugikan BUMN 
juga pada akhirnya merugikan negara (Ikhwansyah dkk., 2018: 155).

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perum meru-
pakan suatu kesatuan produksi dengan sifat-sifat berikut.
1. Memberi jasa. 
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum. 
3. Memupuk pendapatan. 

Tujuan dari perum sangat mendukung suatu pembangunan 
ekonomi nasional di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan perum meng-
utamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja  
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dalam perusahaan. Bertujuan menuju masyarakat yang adil dan 
makmur secara materiel maupun spiritual.

Perusahaan Jawatan (Perjan) 
Perusahaan ini merupakan perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki 
oleh negara dengan orientasi pada pelayanan umum tanpa mencari 
keuntungan. Beberapa perjan yang dapat ditemui seperti TVRI dan RRI 
dalam lingkup bidang informasi, serta RSCM dan RSUP dr. Karyadi 
dalam bidang kesehatan. 

Sebagai salah satu dari perusahaan milik negara, perjan memiliki 
sifat tertutup. Adapun modal dari perjan dimiliki oleh negara. Selain 
itu, saham dari perjan juga tidak diperjualbelikan (Bagijo, 2000: 44). 
Perjan memiliki beberapa ciri umum yang perlu untuk diketahui, yaitu 
sebagai berikut.
1. Perjan memiliki kepala pimpinan dengan tanggung jawab pada 

menteri atau direktur jenderal yang memiliki kedudukan paling 
rendah atau sederajat dengan direktorat.

2. Perjan melakukan tugas dari perusahaan sekaligus pemerintah 
dalam susunan organisasi departemen.

3. Modal dan mutasi modal dalam perjan tercermin dalam APBN.
4. Hasil berupa barang maupun jasa pada dasanya merupakan bentuk 

kewajiban pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat. 
5. Pegawai perjan merupakan seorang PNS yang disesuaikan dengan 

kemampuan perusahaan.
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BAB VIII
KOPERASI

Mengenal Koperasi
Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang (organisasi) yang 
dimiliki dan dikendalikan oleh rakyat untuk memenuhi kebutuhan 
dan aspirasi ekonomi, sosial, dan/atau budaya bersama melalui usaha 
(perusahaan) yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demo-
kratis. Orang-orang yang tergabung dalam koperasi adalah mereka 
yang menggunakan produk, persediaan, dan/atau jasanya. Keuntungan 
juga sering dikembalikan kepada anggota koperasi. Namun, sering kali 
koperasi lebih menitikberatkan pada pelayanan bagi anggota daripada 
investasi. 

Koperasi dapat dibuat untuk sejumlah alasan yang berbeda atau 
untuk memenuhi sejumlah kebutuhan yang berbeda. Bersama-sama 
memproses barang, membagi biaya, membagi kontrol atas pekerjaan, 
dan lain-lain. Koperasi memiliki prinsip-prinsip berikut.
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1. Keanggotaan sukarela dan terbuka
Koperasi adalah organisasi sukarela dan terbuka bagi semua orang 
yang mampu menggunakan jasanya, serta bersedia menerima tang-
gung jawab dan memenuhi persyaratan keanggotaan. Dijalankan 
tanpa diskriminasi gender, sosial, ras, politik, atau agama. Aggota 
memiliki kendali atas penetapan kebijakan untuk koperasi dan 
pengambilan keputusan untuk koperasi.

2. Kontrol anggota demokratis
Koperasi adalah organisasi demokratis yang dikendalikan oleh 
anggotanya. Mereka secara aktif berpartisipasi dalam menetapkan 
kebijakan dan membuat keputusan.

3. Partisipasi ekonomi anggota
Setiap anggota koperasi memiliki hak yang sama rata. Dalam artian 
lain, satu orang anggota memiliki satu suara—terlepas dari jabatan 
ataupun wewenang dalam sebuah koperasi. Oleh karena itu, anggota 
koperasi memiliki kesempatan partisipasi yang sama sehingga dapat 
secara adil dan demokratis dalam menjalankan koperasi. 

4. Otonomi dan kemandirian
Koperasi memiliki kemampuan untuk mencapai kemandirian. 
Peraturan yang dibuat dan disepakati bersama menjadikan kope-
rasi memiliki potensi kuat untuk mencapai kemandirian. Anggota 
koperasi memiliki peran lebih dalam setiap kebijakan yang akan 
diambil. Berkat kendali tersebut, koperasi dapat berkembang dan 
mencapai kemandirian di kemudian hari. 

5. Pendidikan, pelatihan, dan penerangan
Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi setiap anggota, 
wakil terpilih, pengurus, dan pegawainya agar dapat memberikan 
kontribusi bagi perkembangan koperasinya. Mereka menginforma-
sikan kepada masyarakat umum tentang sifat dan manfaat koperasi.

6. Kerja sama antarkoperasi
Pelayanan yang diberikan koperasi tidak hanya menyangkut tentang 
pemenuhan kebutuhan anggotanya. Koperasi juga memiliki prin-
sip untuk bekerja sama dengan koperasi lain. Hal ini secara tidak 
langsung dapat memberikan manfaat bagi masing-masing koperasi. 
Kerja sama pada dasarnya akan saling melengkapi. Dalam artian 
lain, beberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh koperasi dapat 
dipenuhi oleh koperasi lain. Demikian pula bagi koperasi lain juga 
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dapat mengambil manfaat serta pemenuhan kebutuhan koperasinya 
melalui kerja sama tersebut. 

7. Kepedulian terhadap komunitas
Koperasi memiliki kewenangan untuk menentukan peraturan yang 
akan disepakati bersama. Dalam peraturan yang dibuat, kepedu-
lian terhadap komunitas harus diutamakan. Pembentukan pera-
turan yang ada harus mempertimbangkan kepentingan komunitas. 
Peraturan tersebut seyogianya menjadikan anggota sebagai prioritas 
dari setiap kebijakan yang akan dibuat. 

Koperasi menjadi model bisnis serbaguna yang dapat beroperasi di 
setiap kantor ekonomi, baik di perkotaan maupun pedesaan. Koperasi 
dapat diartikan juga sebagai badan hukum yang dimiliki oleh para 
anggotanya yang menggunakan jasa koperasi atau membeli produk-
nya. Koperasi dapat menyediakan hampir setiap produk atau layanan.

Sebagai salah satu bisnis, fokus koperasi yaitu menjadi komuni-
tas yang menyeimbangkan anggota dan keuntungan. Koperasi bersifat 
demokratis dan berbasis nilai. Koperasi dibentuk untuk mengisi keko-
songan dalam komunitas, untuk meraih peluang, dan untuk memenuhi 
kebutuhan anggota sebagai pemiliknya. Anggota tersebut dapat meru-
pakan pelanggan, karyawan, ataupun penduduk. Koperasi memiliki 
suara yang sama dalam hal melakukan bisnis dan berbagi keuntungan. 
Keuntungan dibagikan kepada anggota berdasarkan jumlah bisnis yang 
mereka lakukan dengan koperasi tersebut.

Perbedaan organisasional utama antara koperasi dan perusahaan 
bisnis korporat lainnya adalah partisipasi demokratis melalui proses 

“satu anggota, satu suara”. Dalam perusahaan yang diperdagangkan, 
pemegang saham berhak atas suara sebanyak yang mereka miliki. 
Walaupun demikian, setiap anggota koperasi berhak untuk satu suara—
terlepas dari tingkat investasi mereka. Akibatnya, tidak ada satu anggota 
pun yang dapat mengendalikan koperasi sehingga keputusan dibuat 
oleh mayoritas dan untuk mayoritas.

Perbedaan utama lainnya adalah bahwa perusahaan bisnis diama-
natkan oleh hukum untuk memberikan nilai pemegang saham, yaitu 
mengejar keuntungan. Artinya, mereka harus terus tumbuh dan/atau 
memotong biaya untuk memberikan pengembalian pemegang saham. 

Korporasi koperasi dimiliki oleh para anggotanya. Meskipun mereka 
memberikan nilai bagi keanggotaannya, tanggung jawab mereka adalah 
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memenuhi kebutuhan anggotanya. Anggota tersebut akan menentukan 
cara koperasi beroperasi, memilih dewan direksi, dan mengalokasikan 
keuntungan di antara anggota pemiliknya. 

Keputusan bisnis koperasi juga dipandu oleh seperangkat prin-
sip koperasi yang menjaga kebutuhan koperasi terhadap profitabilitas 
agar seimbang dengan kebutuhan anggota koperasi dan kesejahteraan 
komunitas koperasi. Akibatnya, koperasi cenderung menjadi model 
bisnis yang lebih berkelanjutan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. 

Ada banyak jenis koperasi yang beroperasi di berbagai sektor bisnis 
di seluruh dunia. Bagian utama penopang koperasi meliputi konsumen, 
produsen atau pemasaran, pekerja, multi-stakeholder, dan keuangan. 
Koperasi akan menyediakan beragam poduk dan layanan. Termasuk 
pertanian, makanan, pariwisata, seni dan budaya, penitipan anak, peru-
mahan, barang ritel, energi terbarukan, transportasi, layanan sosial, 
sumber daya alam, layanan keuangan dan asuransi, bahkan layanan 
pemakaman.

Dalam lingkup Indonesia, terdapat beberapa ciri koperasi yang 
dapat diketahui. Berikut adalah beberapa ciri koperasi di Indonesia. 
1. Koperasi di Indonesia berupa perkumpulan orang, bukan berupa 

perkumpulan modal. Dalam sebuah koperasi, setiap anggota akan 
bergotong royong dengan asas persamaan dan tujuan memajukan 
kepentingan bersama yang diwadahi dalam lingkup koperasi. Selain 
itu, tindakan tersebut juga didasari atas kepentingan masyarakat. 

2. Koperasi di Indonesia memiliki kepentingan ekonomi bagi anggo-
tanya serta banyak orang yang turut andil dalam kemajuan kope-
rasi. Koperasi yang dibentuk bukanlah organisasi dengan tujuan 
utama kebendaan. Koperasi dibentuk sebagai sarana memenuhi 
kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu, koperasi harus sema-
kin mengedepankan perikemanusiaan dibandingkan faktor lain 
seperti mencari laba atau sejenisnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan koperasi membutuh-
kan orang ketiga dalam transaksi yang dibutuhkan. Sebagaimana 
tujuan dari koperasi, yaitu melaksanakan bisnis. Pihak ketiga di 
luar koperasi dibutuhkan sebagai alur perputaran ekonomi yang 
ada. Hal ini wajar dilakukan sebagaimana memberi barang dari 
produsen untuk kebutuhan anggota koperasi. Walaupun demikian, 
fungsi dari koperasi tidak boleh hilang. Kegiatan transaksi dengan 
pihak ketiga sudah sebaiknya tidak melebihi batas tertentu. 
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Maksud dari melebihi batas adalah mengabaikan kepentingan 
kelompok demi mendapatkan keuntungan dari pihak ketiga. Hal ini 
mengkhawatirkan membuat fungsi dari koperasi dapat berkurang. 
Disebutkan juga dalam peraturan internasional yang menjelaskan 
bahwa hubungan antara koperasi dengan pihak ketiga tidak boleh 
mencapai 50%.

3. Dalam lingkup Indonesia, koperasi merupakan wadah demokrasi 
dan sosial. Para anggota koperasi—termasuk juga orang yang terga-
bung dalam kepengurusan—memiliki kesadaran diri dalam mela-
kukan segala sesuatu secara bersama. Dengan istilah lain, koperasi 
mengedepankan kerja bersama atau gotong royong. Koperasi dimi-
liki oleh setiap anggotanya. Oleh karena itu, segala kepentingan 
anggota harus terakomodir oleh koperasi. Kebijakan-kebijakan 
yang dibuat dalam koperasi harus menguntungkan semua pihak 
yang ikut terlibat di dalamnya. 

Kesadaran seluruh anggota dalam melakukan setiap kegiatan 
dinilai penting. Terlebih lagi dalam pengambilan keputusan lewat 
jalur diskusi. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alter-
natif dalam setiap penyelesaian permasalahan yang ada. Setiap 
anggota harus bebas dari setiap diskriminasi terhadap usulan 
maupun pendapat yang disampaikan dalam forum diskusi koperasi. 

Mengenai koperasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 
tahun 1992 tentang Perkoperasian. Termasuk segala peraturan pelak-
sanaannya yang menjadi dasar dari berdiri dan beroperasinya kope-
rasi-koperasi yang ada saat ini. Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang 
a quo disebutkan sebagai berikut.

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau 
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar-
kan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 
berdasar atas asas kekeluargaan.”

Apabila dilihat dari segi fungsi dan kebutuhannya, koperasi dapat 
berupa bentuk-bentuk berikut.
1. Koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang bertujuan untuk 

membantu anggotanya melalui perjanjian pinjam uang.
2. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang kegiatan berjualan 

barang-barangnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota 
yang bersifat konsumtif.
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3. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang kegiatannya bertujuan 
untuk membantu anggotanya dalam kegiatan yang bersifat produk-
tif, seperti memasok bahan baku bagi kelompok tani.

4. Koperasi serbausaha, yaitu koperasi yang melakukan berbagai 
kegiatannya, menggabungkan kegiatan yang bersifat produktif dan 
konsumtif, bahkan ada yang memberikan jasa pelayanan. 

Landasan Koperasi
Koperasi memiliki cakupan luas dan memberikan dampak pada geliat 
ekonomi dalam masyarakat. Koperasi memiliki beberapa landasan yang 
harus ditaati, yaitu sebagai berikut. 
1. Landasan idiil

The equitable pioneers of Rochdale sebagai para pelopor yang tulus 
dan ikhlas melaksanakan cita-cita berkoperasi di Inggris. Rochdale 
telah berhasil dalam perjuangannya berkoperasi sehingga mempu-
nyai cita-cita yang luhur, yaitu menjadikan badan koperasi yang 
bertujuan untuk mengubah perbaikan ekonomi dan perbaikan 
hidup di dunia.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 
tentang Pokok-Pokok Perkoperasian disebutkan, “Landasan idiil 
koperasi Indonesia adalah Pancasila”. Kelima sila dari Pancasila 
tersebut harus dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan 
perkoperasiannya. Artinya, dalam ideologi maupun teknik pelak-
sanaan kerja dan perlakuannya selalu harus memancarkan kelima 
sila tersebut. 

2. Landasan struktural dan landasan gerak
Landasan struktural koperasi Indonesia adalah Undang-Undang 
Dasar 1945. Adapun landasan geraknya adalah Pasal 33 ayat (1) 
Undang-Undang Dasar 1945, “Perekonomian disusun sebagai 
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam konteks ini, 
kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran 
perorangan. Oleh karena itu, perekonomian disusun sebagai usaha 
bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Adapun bangun perusa-
haan yang sesuai dengan konsep tersebut yaitu koperasi.
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3. Landasan mental
Setia kawan merupakan asas yang harus dimiliki oleh setiap orang 
yang tergabung dalam koperasi. Membantu anggota yang terkena 
kesulitan merupakan bentuk dari rasa solidaritas antara sesama. 
Bentuk setia kawan dapat juga diwujudkan dengan tindakan kerja 
sama dalam pengembangan usaha. 

Egoisme akan merusak citra koperasi tersebut. Oleh karena 
itu, setiap orang dalam anggota koperasi harus saling menjaga hak 
dan kewajibannya masing-masing. Walaupun demikian, kesetaraan 
dalam koperasi hendaknya tidak diartikan sebagai suatu ketetapan 
yang absolut. Dalam artian lain, orang enggan berkembang karena 
terdapat beberapa orang dalam koperasi yang belum mampu untuk 
menyamai anggotanya. Selain itu, konsep pengembangan diri juga 
harus tetap digaungkan sehingga hasrat untuk berkembang tidak 
terbatasi oleh rasa setia kawan.

Kesadaran diri untuk mengembangkan potensi yang dimiliki 
juga harus tetap dipegang teguh dalam koperasi. Pengembangan 
diri tersebut justru dapat menjadi pemacu bagi banyak orang untuk 
dapat ikut berkembang menuju yang lebih baik. Konsep pengem-
bangan diri harus tetap dikembangkan oleh setiap anggota dalam 
koperasi. Hasrat untuk berkembang pada akhirnya akan mendo-
rong kesadaran pribadi untuk senantiasa mengejar tujuan-tujuan 
yang telah ditentukan. 

Dasar Hukum Koperasi
Bukan tanpa alasan koperasi di Indonesia telah menunjukkan dampak 
yang baik bagi masyarakat luas. Simpan pinjam, permodalan, dan 
banyak aspek dari koperasi telah dirasakan oleh masyarakat luas dalam 
pengembangan bisnis maupun sejenisnya. Koperasi juga memiliki 
landasan baku sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dijelaskan bahwa kope-
rasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta 
berdasar atas asas kekeluargaan.

Dalam koperasi, segala peraturan yang dibuat memiliki orientasi 
terhadap kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu, segala peraturan 
yang dibuat harus disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Anggota 
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maupun pengurus dapat menyepakati hal tersebut secara bersama 
sehingga koperasi yang dibuat dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian menjelaskan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan 
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 
Selain itu, juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan 
perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Komitmen 
koperasi sebagai organisasi yang bergerak menembus segala lapisan 
ekonomi masyarakat memiliki komitmen untuk senantiasa menjadi 
bagian dari perbaikan ekonomi pada masyarakat luas. 

Sementara itu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 
tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa nilai dan prinsip koperasi 
dapat dirangkum menjadi sebagai berikut.
1. Nilai yang mendasari kegiatan koperasi yaitu 

a. kekeluargaan; 
b. menolong diri sendiri; 
c. bertanggung jawab; 
d. demokrasi;
e. persamaan; 
f. berkeadilan; dan 
g. kemandirian.

2. Nilai yang diyakini anggota koperasi yaitu
a. kejujuran; 
b. keterbukaan; 
c. tanggung jawab; dan 
d. kepedulian terhadap orang lain.

Meskipun koperasi memiliki asas kekeluargaan—dengan kata lain 
bersifat fleksibel, tetapi tetap memiliki prinsip yang harus dijalankan. 
Prinsip-prinsip tersebut dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip tersebut 
yaitu sebagai berikut.
1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan 

besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian. 
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Anggaran Dasar Koperasi
Anggaran dasar koperasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan 
koperasi. Beberapa hal pokok terkait koperasi harus diketahui terle-
bih dahulu. Anggaran dasar tersebut meliputi laksana organisasi, cara 
kerja, kegiatan usaha, kewajiban-kewajiban, serta risiko yang harus 
ditanggung dan keadaan apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan 
berhentinya organisasi koperasi.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian dijelaskan bahwa dalam anggaran dasar koperasi setidak-
nya terdapat bagian-bagian berikut.
1. Daftar nama pendiri.
2. Nama dan tempat kedudukan.
3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha.
4. Ketentuan mengenai keanggotaan.
5. Ketentuan mengenai rapat anggota.
6. Ketentuan mengenai pengelolaan.
7. Ketentuan mengenai permodalan.
8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya.
9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha.
10. Ketentuan mengenai sanksi.
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BAB IX
Badan Usaha Nonhukum

Selain usaha dengan kapasitas besar, perekonomian di Indonesia 
juga dijalankan oleh usaha dengan modal yang relatif kecil berupa 

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Saat ini, UMKM menjadi 
salah satu bagian penting perkembangan perekonomian yang ada. 
Dengan jumlahnya yang relatif lebih banyak dibandingkan jenis usaha 
yang lain, UMKM muncul sebagai angin segar geliat perekonomian 
yang ada. 

UMKM juga telah memiliki udang-undang sendiri sebagaimana 
yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang 
Usaha Kecil. Seiring dengan maraknya usaha unit kecil yang muncul, 
regulasi selanjutnya dirangkum dalam Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dikenal 
dengan UMKM. 

Selain usaha yang memiliki badan hukum, perekonomian juga 
dapat dijalankan oleh perusahaan nonhukum. Baik perusahaan dengan 
badan hukum ataupun nonhukum, keduanya dapat memberikan 
dampak signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian yang ada. 
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Pada bab ini akan membahas beberapa badan usaha nonhukum yang 
ada di Indonesia. 

Usaha Dagang (UD) 
Sebuah usaha tidak selalu harus dimiliki oleh banyak orang melalui 
saham-saham yang ada. Terdapat usaha nonhukum yang dapat mewa-
dahi dalam satu kepemilikan, kemudian dikenal sebagai Usaha Dagang 
(UD). UD dapat diartikan juga sebagai perusahaan perseorangan yang 
dilakukan oleh satu individu. Meskipun jenis usaha ini belum diatur 
dalam undang-undang, tetapi tetap diterima sebagai pelaku usaha. 

Selanjutnya, Purnamasari (2010: 5) mengartikan UD sebagai badan 
usaha yang dijalankan secara mandiri. Dengan kata lain, usaha yang 
dilakukan tidak membutuhkan orang lain dalam menjalankan usaha-
nya. Walaupun demikian, usaha ini berjalan dengan konsep pemilik 
usaha dan karyawan yang bekerja. Usaha yang dilakukan tidak dilaku-
kan sendiri, tetapi dibantu oleh orang lain. Meskipun demikian, orang 
yang membantu usaha tersebut bersifat karyawan yang digaji pemilik 
usaha. Oleh karena itu, segala baik maupun buruk dari usaha yang 
dijalankan akan dibebankan kepada pemilik usaha. 

Sebagai sebuah usaha, UD merupakan bentuk yang paling seder-
hana dalam menjalankan bisnis. Pelaku usaha ini menjalankan bisnis 
dengan menanggung segala risiko yang ada dengan sendiri. Dalam 
pelaksanaannya, usaha ini biasanya dibantu oleh beberapa orang atau 
banyak orang. Namun, mereka hanya berfungsi sebagai karyawan, 
bukan sebagai pemilik saham. Perusahaan seutuhnya hanya dimiliki 
oleh seorang saja.

Karyawan usaha tersebut bertugas memastikan segala yang ditu-
gaskan terhadapnya dapat berjalan dengan baik. Pemilik usaha dagang 
ini secara pribadi memiliki tanggungan berupa memastikan usahanya 
dapat berjalan dengan baik. Mengingat segala kerugian yang terjadi 
akan diemban secara personal.

Belum ada peraturan yang mengatur jenis usaha ini maka tidak ada 
aturan baku yang menjelaskan peraturan bentuk perusahaan yang baru 
dibentuk. Bentuk usaha tersebut sepenuhnya diserahkan kepada peng-
usaha secara pribadi guna menambah arah perkembangan perusahaan. 
Berikut beberapa cara yang dapat digunakan dalam pembentukan UD. 
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1. Pengusaha atau kuasanya datang ke kantor notaris untuk dibuatkan 
akta pendirian perusahaan atau usaha dagang yang pokok-pokok 
isinya ditetapkan oleh pengusaha yang bersangkutan. 

2. Akta pendirian tersebut tidak perlu didaftarkan ke Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri. 

3. Pengusaha minta izin usaha kepada Kepala Kantor Wilayah 
Perdagangan setempat. 

4. Pengusaha minta izin tempat usaha kepada pemerintah daerah 
setempat. 

5. Bila dipandang perlu, pengusaha mengusahakan izin berdasarkan 
Undang-Undang Gangguan yang dapat dimintakan kepada peme-
rintah setempat. 

6. Surat-surat lain, bila diperlukan. Hal ini tergantung keadaan setem-
pat dan jenis barang yang diperdagangkan.

Persekutuan Perdata (Maatschap) 
Persekutuan perdata merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua 
orang dengan tujuan yang sama. Dalam hal ini, masing-masing pihak 
biasanya berasal dari profesi yang sama. Peraturan terkait persekutuan 
perdata telah terangkum dalam perundang-undangan. Pasal 1618 KUH 
Perdata mengartikan persekutuan perdata sebagai dua orang atau lebih 
yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan 
dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh. 

Berdasarkan pasal tersebut, terdapat beberapa ciri dari persekutuan 
perdata, yaitu sebagai berikut. 
1. Persekutuan yang terjadi minimal melibatkan dua orang dalam 

pelaksanaannya.
2. Semua pihak yang masuk dalam peraturan tersebut harus mema-

sukkan sesuatu terhadap persekutuan yang ada.
3. Usaha yang dilakukan memiliki orientasi mencari keuntungan.

Menurut beberapa sumber yang ada, persekutuan perdata memi-
liki dua sifat muka. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa kegiatan 
komersial ataupun nonkomersial seperti persekutuan menjalankan 
profesi. Bentuk persekutuan perdata dalam praktiknya memiliki bentuk 
nonprofit dengan kegiatan profit, misalnya persekutuan antarpengacara 
(Lasakar, 2019: 198).
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Persekutuan terjadi atas minimal dua orang yang memiliki tujuan 
sama. Kedua orang tersebut memiliki tujuan yang sama berupa keun-
tungan. Persekutuan memiliki arti sebagai perusahaan, sedangkan 
sekutu memiliki arti peserta dalam suatu perusahaan. Dengan kata 
lain, persekutuan dapat dikatakan sebagai sekumpulan orang dalam 
perusahaan tertentu. 

Persekutuan perdata merupakan badan usaha yang masuk dalam 
ranah perusahaan dagang. Selain itu, persekutuan ini juga merupakan 
badan usaha yang masuk dalam hukum dagang. Dapat dikatakan demi-
kian karena sudah termasuk menjalankan perusahaan. 

Salah satu syarat dasar dalam pendirian persekutuan perdata ini 
yaitu adanya dua orang. Setelah itu, pembentukannya dapat dilakukan 
dengan sederhana tanpa perlu mengajukan secara formal pada peme-
rintah terkait. Pendiriannya dapat dilakukan melalui lisan maupun 
dengan akta pendirian yang tertulis. Widjaja (2007: 38) menambahkan 
bahwa pendiriannya juga dapat dilakukan dengan tindakan maupun 
lisan dari semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pendaftaran persekutuan perdata tidak diatur dalam KUH Perdata. 
Menurut Supramono (2007: 14), pendirian persekutuan perdata meru-
pakan perjanjian yang dapat dilakukan dan didirikan dengan perjanjian 
lisan untuk mencapai kehendak. Walaupun demikian, pendiriannya 
dapat dikatakan sah setelah memenuhi beberapa syarat yang disebutkan 
dalam Pasal 1320 KUH Perdata. 

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pendirian persekutuan perdata 
harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, memiliki 
kecakapan, serta objek yang menjadikan perjanjian sebab halal. Syarat 
berupa kecakapan merupakan syarat yang bersifat subjektif yang memi-
liki kaitan dengan seorang yang akan menjalankan perjanjian. Selain 
itu, syarat objek dan sebab yang halal memiliki makna objek yang 
menyangkut perjanjian (Setiawan, 2018: 63). 

Persekutuan perdata pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan 
perkumpulan biasa. Walaupun demikian, persekutuan perdata harus 
memiliki tujuan dengan orientasi keuntungan. Lain halnya dengan 
persekutuan lain yang tidak mengharuskan hal tersebut. Dalam perse-
kutuan perdata juga dijelaskan bahwa pemasukan merupakan unsur 
yang harus dipenuhi. Pemasukan tersebut dapat berupa barang, tenaga, 
maupun uang (Supramono, 2007:16).
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Persekutuan dengan Firma (Fa) 
Firma sering disebut dengan Fa. Pada dasarnya, persekutuan ini hampir 
sama dengan persekutuan perdata. Persekutuan ini memiliki bentuk 
perserikatan bersama yang dilakukan dengan bersama. Dalam hal ini, 
setiap orang dalam perserikatan tersebut memiliki tanggung jawab 
terhadap diri pribadi dan orang lain dalam persekutuan tersebut. 
Sebagaimana dalam Pasal 16 KUHD, “Yang dinamakan perseroan firma 
ialah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu 
perusahaan dibawah satu nama bersama”.

Setiap orang dalam firma memiliki hak untuk membawa firma 
keluar. Namun, seseorang yang membawa nama tersebut memiliki tang-
gung jawab atas permasalahan yang mungkin timbul dari hal tersebut. 
Firma bukan merupakan badan hukum. Pendiriannya dapat dilakukan 
berdasarkan konsensus yang disepakati oleh setiap anggota dalam firma. 

Meskipun firma dapat dibentuk tanpa adanya akta autentik, kebu-
tuhan atas akta autentik masih diperlukan apabila ingin berhubungan 
dengan pihak ketiga. Pendaftaran firma dilakukan dengan mendaftarkan 
akta firma tersebut dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. 
Setelah itu, Pasal 28 KUHD mewajibkan para persero untuk melakukan 
pengumuman atas akta firma tersebut di dalam Berita Negara.

Salimar (2005: 102) mengatakan apabila pendaftaran dan pengu-
muman tersebut belum berlangsung maka akan menghadirkan akibat 
hukum bagi pihak ketiga, yaitu sebagai berikut.
1. Firma dianggap menjalankan segala macam urusan perniagaan.
2. Didirikan dalam waktu tidak terbatas.
3. Tidak ada sekutu yang dikecualikan untuk bertindak dan menan-

datangani surat bagi persekutuan.

Selanjutnya, Sujatmiko & Suryanti (2018: 20) menyebutkan bahwa 
persekutuan firma memiliki unsur-unsur berikut.
1. Merupakan persekutuan perdata. 
2. Menjalankan perusahaan.
3. Adanya nama bersama. 
4. Setiap sekutu firma adalah pengurus, baik untuk daden van beheren 

maupun daden van beschiken—sepanjang tidak adanya sekutu yang 
dilarang atau dikecualikan.
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5. Sekutu bertanggung jawab secara renteng. Sebaliknya, dengan 
tanggung jawab masing-masing sekutu secara intern maka dapat 
saja para sekutu memperjanjikan lain. 

Meskipun persekutuan firma dibentuk berdasarkan konsensus 
bersama setiap anggota yang ada, tetap ada hak dan kewajiban yang 
harus dilakukan oleh anggota. Berikut adalah hak dan kewajiban sekutu 
firma.
1. Setiap sekutu firma berhak untuk mengurusi, mewakili, dan mela-

kukan tindakan hukum untuk dan atas nama persekutuan firma 
sesuai dengan maksud dan tujuan persekutuan firma, kecuali 
ditentukan lain.

2. Setiap sekutu firma bertanggung jawab secara renteng dengan 
persekutuan firma untuk semua perikatan persekutuan firma terha-
dap pihak ketiga.

3. Setiap sekutu baru yang akan masuk dalam persekutuan firma 
harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari seluruh sekutu 
yang ada. Lain halnya jika ada kuasa atau ditentukan dalam perjan-
jian persekutuan firma bahwa kewenangan tersebut diberikan 
kepada beberapa sekutu.

4. Tanggung jawab sekutu baru terhadap semua perikatan perseku-
tuan firma adalah secara renteng dengan sekutu firma lainnya dan 
persekutuan firma. 

5. Sekutu firma yang keluar dari persekutuan firma—jika persekutuan 
firma dilanjutkan—tetap bertanggung jawab atas kewajiban-kewa-
jiban persekutuan firma sebelum sekutu yang bersangkutan keluar.

Persekutuan Komanditer (CV) 
Persekutuan komanditer lebih dikenal luas dengan sebutan CV. Dalam 
praktiknya, CV berjalan dengan dua persero atau lebih. Dalam tubuh 
CV terdapat orang yang akan menanggung atau melibatkan dirinya 
secara penuh untuk menanggung maupun menerima kerugian dan 
keuntungan. Sementara itu, persero lainnya tidak menanggung keru-
gian selain yang telah dikeluarkannya. Persero yang memiliki tang-
gungan dan mengurus CV disebut sebagai pengurus, sedangkan orang 
yang melepaskan uang disebut dengan komanditer. 
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Persekutuan komanditer juga dapat dikatakan sebagai perseku-
tuan firma dengan satu ataupun beberapa sekutu komanditer. Dalam 
persekutuan komanditer dapat dilihat bahwa terdapat orang yang 
bertanggung jawab penuh terhadap jalannya usaha. Di sisi lain, terdapat 
anggota yang tidak memiliki tanggung jawab penuh terhadap perseku-
tuan komanditer (Lasakar, 2019: 198).

Dalam bahasa lain, CV merupakan firma yang mempunyai satu 
atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer (silent part-
ner) adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga 
sebagai pemasukan pada persekutuan; mereka tidak turut serta dalam 
pengurusan atau penguasaan persekutuan. Mereka hanya memperoleh 
keuntungan dari pemasukannya tersebut. Dengan demikian, tanggung 
jawabnya juga terbatas pada jumlah pemasukannya tersebut.

Terdapat dua jenis sekutu dalam persekutuan komanditer, yaitu 
sebagai berikut. 
1. Sekutu komplementer (complementary partner), yaitu sekutu aktif 

yang menjadi pengurus persekutuan. 
2. Sekutu komanditer (silent partner), yaitu sekutu pasif yang tidak 

ikut mengurus persekutuan. 

Apabila dilihat dari segi hubungan hukum dengan pihak ketiga, 
persekutuan komanditer dapat dibedakan menjadi tiga jenis berikut.
1. Persekutuan komanditer diam-diam

Pihak ketiga mengetahui persekutuan ini sebagai firma, tetapi 
mempunyai sekutu komanditer. Hubungan ke luar mengguna-
kan nama firma, sedangkan hubungan ke dalam antarsekutu 
berlaku hubungan sekutu komplementer dan sekutu komanditer. 
Persekutuan komanditer diam-diam dapat disimpulkan dari keten-
tuan Pasal 19—21 KUHD. Dengan demikian, KUHD tidak mela-
rang adanya persekutuan komanditer diam-diam.

2. Persekutuan komanditer terang-terangan
Pihak ketiga mengetahui secara terang-terangan bahwa persekutuan 
tersebut adalah persekutuan komanditer. Hal ini dapat diketahui 
dari penggunaan nama kantor, misalnya CV Musi Jaya. Surat keluar 
dan masuknya pun menggunakan bentuk hukum CV, bukan firma. 
Persekutuan komanditer terang-terangan tidak diatur secara khusus 
dalam KUHD karena persekutuan komanditer pada hakikatnya 
adalah firma dengan kekhususan mempunyai sekutu komanditer. 
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Jadi, ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi firma dapat diikuti. 
Adapun ketentuan mengenai sekutu komanditer diatur dalam 
anggaran dasar.

3. Persekutuan komanditer atas saham
Modal persekutuan komanditer dibagi atas saham-saham. 
Persekutuan semacam ini tidak diatur dalam KUHD, tetapi tidak 
dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1337 
KUH Perdata, dapat disepakati bahwa pembentukan modal dengan 
menerbitkan saham diperbolehkan. 

Sifat kepribadian dan kekeluargaan pada persekutuan koman-
diter atas saham mulai menggedor jika dibandingkan dengan perse-
kutuan komanditer terang-terangan yang pada hakikatnya adalah 
firma. Terbukti dari saham yang dapat dialihkan kepada pihak lain 
yang bukan keluarga, bukan kerabat dekat, ataupun bukan teman 
karib. 

Persekutuan komanditer atas saham merupakan bentuk pera-
lihan dari persekutuan komanditer ke perseroan terbatas (PT). 
Persekutuan komanditer ternyata telah mendesak firma dalam 
praktik perusahaan di Indonesia. Hal ini mungkin terjadi karena 
keadaan yang menghendaki agar pihak luar yang bukan anggota 
keluarga atau teman dekat dapat bergabung dengan persekutuan 
yang masih memerlukan tambahan modal. Di samping itu, perseku-
tuan tidak perlu menggunakan nama bersama (Muhammad, 2010: 
97).



75

BAB X
DOKTRIN-DOKTRIN DALAM HUKUM 
PERUSAHAAN

Perekonomian berkembang dengan cepat. Kemajuan zaman dengan 
iringan kemajuan teknologi membawa peradaban ini menuju flek-

sibilitas dan efisiensi dalam melakukan segala sesuatu. Hal ini juga 
berlaku pada dunia ekonomi yang didominasi oleh perusahaan-peru-
sahaan pada masing-masing bidang. Peraturan hukum menjadi salah 
satu penyebab maju atau mundurnya perusahaan. Dalam bab ini akan 
dibahas mengenai doktrin-doktrin yang ada dalam hukum perusahaan.

Doktrin Piercing The Corporate Veil 
Doktrin ini menjelaskan bahwa harta yang dimiliki perusahan dengan 
pemegang saham merupakan hal yang berbeda. Dengan pengertian 
tersebut dapat diambil makna bahwa kerugian yang dialami oleh peru-
sahaan tidak akrab berpengaruh pada kekayaan pribadi. Kerugian yang 
dialami perusahaan ditanggung dengan harta yang dimiliki perusahaan 
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tersebut. Doktrin ini menjelaskan pemisahan antara harta kekayaan 
pribadi dengan perusahaan. 

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa untuk dapat terjadinya piercing 
the corporate veil harus memenuhi syarat-syarat berikut.
1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak 

terpenuhi. 
2. Pemegang saham yang bersangkutan—baik langsung maupun 

tidak langsung—dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan 
semata-mata untuk kepentingan pribadi.

3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan 
melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. 

4. Pemegang saham yang bersangkutan—baik langsung maupun 
tidak langsung—melawan hukum menggunakan kekayaan perse-
roan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak 
cukup untuk melunasi utang perseroan. 

Dengan kata lain, pembatasan tanggung jawab bagi pemegang 
saham, direksi, dan dewan komisaris sebagai konsekuensi status badan 
hukum berubah menjadi tanggung jawab yang tidak terbatas atau 
renteng terhadap direksi dan dewan komisaris yang melakukan kesa-
lahan atau kelalaian terhadap perseroan (Angusti, 2019: 332).

Di Indonesia, konsep corporate group tidak secara langsung dan 
spesifik diatur oleh konstitusi. Walaupun demikian, gagasan grup 
perusahaan bukanlah sesuatu yang baru karena dapat dianggap 
sebagai sebuah kebutuhan dalam komunitas bisnis Indonesia yang 
terus berkembang. Dengan konsep korporat kelompok, banyak yang 
percaya bahwa perusahaan dapat menciptakan bisnis yang lebih efisien. 
Keberadaan korporasi kelompok sering menimbulkan polemik karena 
sering dikritik sebagai strategi manajemen yang sejalan dengan mono-
poli atau praktik bisnis yang tidak sehat. 

Tidak hanya itu, batas tanggung jawab keduanya—induk perusa-
haan dan anak perusahaan—juga berada di wilayah abu-abu karena keko-
songan hukum mengenai praktik kelompok perusahaan. Oleh karena 
itu, ketika membahas konsep grup perusahaan akan banyak yang meng-
gunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan  
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Prakek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai acuan 
atau pedoman.

Seiring dengan berkembangnya hukum korporasi yang pesat, saat 
ini banyak bermunculan badan usaha di Indonesia yang tidak berben-
tuk badan usaha tunggal, tetapi berbentuk badan hukum kelompok. 
Grup korporasi seperti Grup Semen Gresik, Grup Astra, atau Grup 
Bakrie bahkan hanya mengacu pada realitas bisnis. Dilakukan dengan 
mengintegrasikan beberapa perusahaan untuk membuat grup perusa-
haan sebagai kesatuan ekonomi. 

Tidak adanya doktrin piercing the corporate veil dalam hukum peru-
sahaan Indonesia menunjukkan bahwa anak perusahaan dari kelom-
pok perusahaan tersebut dianggap sebagai badan hukum yang terpisah. 
Oleh karena itu, hampir tidak mungkin untuk meminta pertanggung-
jawaban perusahaan induk atas tindakan hukum anak perusahaannya 
berdasarkan kondisi apapun. Penerapan doktrin piercing the corporate 
veil oleh negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris dapat disim-
pulkan bahwa penting untuk menerapkan prinsip ini dalam kondisi 
dan keadaan tertentu.

Ada dua kasus di Indonesia yang bisa digunakan untuk meng-
kaji penerapan piercing the corporate veil. Pertama, kasus PT Bank 
Perkembangan Asia (PT BPA) terhadap PT Djaya Tunggal (PT Djaya). 
Dalam kasus ini, Mahkamah Agung telah menguatkan bahwa pengurus 
PT Djaya—yang sebenarnya juga pengelola PT BPA—harus menang-
gung kerugian akibat pinjaman yang diberikan kepada PT Djaya oleh 
PT BPA dengan dua akta tanah kedaluwarsa sebagai jaminan (Rissy, 
2019; Sulistiowati & Antoni, 2013). 

Kedua, kasus Su Meng Liang terhadap PT Bank CIMB Niaga, Tbk. 
(Bank CIMB). Dalam kasus ini, pengadilan negeri memutuskan bahwa 
aset pribadi Su Meng Liang akan disita untuk menutupi kerugian Bank 
CIMB yang diakibatkan dari pelanggaran perjanjian kredit oleh PT 
Gunung Bintan Abadi (PT GBA) yang diwakili oleh Su Meng Liang 
sebagai Direktur Utama. Putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah 
Agung yang menyatakan bahwa adil untuk menyita aset Su Meng Liang 
sebagai Direktur Utama PT GBA.

Untuk mengetahui doktrin piercing the corporate veil dapat diterap-
kan atau tidak dalam dua kasus tersebut, perlu dilihat fakta-fakta dari  
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dua kasus tersebut apakah telah memenuhi satu atau semua alasan 
untuk menembus tabir perusahaan (Leander, 2017).

Dua kasus di atas menunjukkan bahwa doktrin piercing the corpo-
rate veil digunakan oleh para hakim di Indonesia dalam hukumnya. 
Dengan pertimbangan atas dasar telah terjadi perbuatan korporasi 
yang dilakukan dengan itikad tidak baik dan penipuan sebagai pelang-
garan kontrak akibat kelalaian tata kelola perusahaan oleh pengelola. 
Walaupun demikian, doktrin piercing the corporate veil di Indonesia 
belum diatur secara eksplisit dan hanya diakui sampai batas tertentu 
(Kusuma & Amboro, 2020: 127).

Doktrin Ultra Vires 
Doktrin ultra vires adalah aturan dasar hukum perusahaan. Dapat dike-
tahui bahwa objek-objek suatu perseroan dapat diberhentikan hanya 
sejauh diizinkan oleh undang-undang. Apabila perseroan melakukan 
suatu perbuatan atau mengadakan suatu perjanjian di luar kekuasaan 
direksi dan/atau perseroan tersebut, perbuatan/perjanjian tersebut batal 
dan tidak mengikat secara hukum terhadap perseroan.

Istilah ultra vires berarti memiliki arti melampaui kekuatan. Dalam 
istilah hukum, hal ini hanya berlaku untuk tindakan yang dilakukan di 
luar kekuatan hukum. Doktrin ini membatasi perusahaan pada objek 
yang ditentukan dalam memorandum, Oleh karena itu, perusahaan dapat 
dilarang menggunakan dananya untuk tujuan selain yang ditentukan.

Perusahaan tidak dapat menuntut atas transaksi ultra vires dan tidak 
dapat digugat. Jika sebuah perusahaan memasok barang atau menawar-
kan jasa atau meminjamkan uang dengan kontrak ultra vires, maka tidak 
dapat memperoleh pembayaran atau memulihkan pinjaman tersebut. 

Namun, apabila pemberi pinjaman meminjam uang ke perusa-
haan yang belum diperpanjang maka dapat menghentikan perusahaan 
untuk berpisah dengannya melalui perintah. Pemberi pinjaman memi-
liki hak tersebut karena perusahaan tidak menjadi pemilik uang. Hal 
tersebut terjadi karena merupakan ultra vires bagi perusahaan. Adapun 
pemberi pinjaman tetap menjadi pemilik. Selanjutnya, apabila peru-
sahaan meminjam uang dalam transaksi ultra vires untuk membayar 
kembali pinjaman yang sah, pemberi pinjaman berhak untuk memu-
lihkan pinjamannya dari perusahaan.
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Suatu tindakan yang bersifat ultra vires terkadang dapat diatur oleh 
para pemegang saham perusahaan. Misalnya, jika suatu tindakan adalah 
ultra vires kekuasaan direksi maka pemegang saham dapat mengesah-
kannya. Jika suatu tindakan adalah ultra vires anggaran dasar perusa-
haan maka perusahaan dapat mengubah anggaran dasar. Perlu diingat 
bahwa kita tidak dapat mengikat perusahaan melalui kontrak ultra vires. 

Ultra vires dapat ditelusuri dari bahasa Latin yang kemudian diter-
jemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi beyond the power. Setelah 
itu diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia sehingga memiliki 
arti sebagai “melampaui kewenangan”. Dalam keputusan hukum, ultra 
vires sering kali disebut juga sebagai extra vires. Keduanya memiliki 
makna yang sama, yaitu beyond the power atau melampaui kewenangan.

Doktrin ultra vires diterapkan pada perusahaan-perusahaan dan 
organisasi kemasyarakatan, serta organisasi sosial dan keagamaan 
berbadan hukum yang memiliki peranan yang sangat luas terhadap 
kehidupan masyarakat. Sebuah perbuatan yang dilakukan oleh organ 
perusahaan atau pengurus organisasi sosial berbadan hukum hingga 
melampaui kewenangan—sebagaimana diatur dalam anggaran dasar 
dan/atau perundang-undangan yang mengatur eksistensi badan 
humum—dapat dikategorikan sebagai tindakan ultra vires atau perbu-
atan melampaui kewenangan.

Dampak pelanggaran terhadap doktrin ultra vires dapat berupa 
tuntutan perdata yang diajukan oleh pihak-pihak yang dirugikan. 
Selain itu, dapat juga dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap 
korporasi maupun terhadap organ yang melakukannya.

Doktrin ultra vires sebenarnya telah lama dijadikan pegangan oleh 
para pemangku kepentingan dalam pengelolaan perusahaan. Pada awal-
nya doktrin tersebut tidak terlalu diperhatikan karena dianggap tidak 
bermanfaat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap posisi 
investor dan kreditur. Hal ini dapat dipahami karena perusahaan dalam 
bentuk awal—sebelum revolusi industri melanda Eropa—masih bersifat 
partnership. Segala sesuatu yang bersifat fundamental dalam perusahaan 
harus saling diketahui oleh rekan atau kongsi usaha masing-masing.

Sekalipun terjadi perubahan penting yang telah dilakukan dan 
belum diketahui rekan/kongsi lain dalam perusahaan yang berbentuk 
partnership, hal tersebut masih dapat diratifikasi oleh para kongsi lain 
dalam rapat perusahaan yang diadakan untuk kepentingan tersebut.
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Pada 1875 terjadi perubahan yang fundamental di Inggris berkaitan 
dengan pemahaman dan penerapan doktrin ultra vires karena House 
of Lords menetapkan doktrin tersebut masuk dalam Company Act. 
Latar belakang keputusan tersebut yaitu diputuskannya kasus Ashbury 
Railway Carriage and Iron Company Ltd v. Hector Riche (1875).

Dalam kasus tersebut, anggaran dasar (memorandum of associ-
ation) Ashbury Railway Carriage and Iron Company yang didirikan 
berdasarkan Company Act pada 1862 menyebutkan bahwa perusahaan 
tersebut berusaha dalam bidang pembuatan dan penjualan; meminjam-
kan dan/atau menyewakan gerbong barang dan gerbong penumpang; 
serta segala sesuatu yang berkaitan dengan bisnis pembuatan, penjualan, 
dan persewaan gerbong. Namun dalam kenyataannya, direksi Ashbury 
Railway Carriage and Iron Company Ltd. justru membuat kontrak 
dengan Hector Riche yang isinya antara lain untuk membiayai pemba-
ngunan jaringan rel kereta api di Belgia. Hal tersebut tidak termasuk 
dalam daftar yang diamanatkan dalam anggaran dasar (memorandum 
of association).

Isi hukum yang muncul dalam kasus tersebut yaitu mengenai 
kontrak tersebut berlaku atau tidak. The House of Lords dalam putus-
annya menyatakan bahwa perbuatan ultra vires dan/atau kontrak 
yang dibuat secara ultra vires dianggap tidak ada (void) karena peru-
sahaan tersebut tidak memiliki kapasitas untuk membuat kontrak. 
Dengan alasan tersebut akan dipertanyakan dasar yang menjadi alasan 
pemegang salah meratifikasi kontrak. Hal tersebut terjadi karena 
dengan melakukannya berarti pemegang saham juga akan melanggar 
Companies Act (1862).

Suatu perbuatan yang sah dengan sendirinya, tetapi tidak diizinkan 
oleh objek klausul dari anggaran dasar (memorandum of association) 
suatu perusahaan, maka dapat dikatakan sebagai ultra vires perusahaan 
tersebut. Oleh karena itu, batal demi hukum. Suatu tindakan ultra vires 
perusahaan tidak dapat disahkan, bahkan dengan persetujuan bulat 
dari semua pemegang saham. 

Pada prinsipnya, doktrin ultra vires ini sangatlah ekstrem. Istilah 
doktrin ini tidak hanya berlaku ketika perseroan melakukan tindakan 
yang sebenarnya bukan kewenangannya. Dapat pula terjadi ketika perse-
roan memiliki kewenangan melakukan suatu tindakan, tetapi dilaksa-
nakan secara tidak teratur (irregular). Bahkan lebih jauh lagi, suatu 
tindakan digolongkan sebagai ultra vires bukan hanya jika tindakan 
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tersebut melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat. 
Namun, tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku 
atau bertentangan dengan ketertiban umum (Fuady, 2002: 111).

Suryahartini (2013: 113) menambahkan bahwa doktrin ultra vires 
merupakan sebuah pemahaman dalam lingkup hukum perusahaan 
yang mulanya berkembang di negara common law. Doktrin ini dapat 
diartikan sebagai tindakan di luar batas kewenangan yang tercantum 
dalam anggaran dasar perseroan berkenaan dengan maksud dan tujuan 
perseroan.

Doktrin Fiduciary Duty 
Maju atau mundurnya sebuah perusahaan tidak terlepas dari peran 
direksinya. Direksi memiliki tanggung jawab dalam mencapai tujuan 
perusahaan serta mewakili perseroan tersebut. Tanggung jawab terse-
but juga mencakup tanggung jawab dalam pengadilan maupun dalam 
ketentuan anggaran dasar. 

Sejalan dengan penjelasan tersebut, direksi dalam kaitannya dengan 
fiduciary duty mengharuskannya mengambil keputusan dalam peru-
sahaan dengan berpijak pada dua prinsip. Pertama, kepercayaan yang 
diberikan oleh perusahaan. Kedua, kemampuan untuk bersikap hati-hati 
dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi.

Doktrin fiduciary duty dapat disebut juga sebagai profesionalitas 
antara perusahaan dengan direksi. Dalam hal ini, pekerjaan yang dila-
kukan harus dilakukan dengan dasar profesionalisme. Direksi harus 
mengemban tanggung jawab tersebut dengan sebaik mungkin, serta 
mengeluarkan seluruh kemampuannya dalam menjalankan perusa-
haan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi harus didasari atas 
prinsip iktikad baik dan kehati-hatian. 

Penerapan doktrin ini dapat dicontohkan ketika terdapat laporan 
keuangan yang diberikan kepada direktur sebuah perusahaan untuk 
ditinjau ulang. Sebagai tindakan kehati-hatian, laporan tersebut tidak 
boleh hanya diperiksa oleh bagian laporan keuangan tersebut, direktur 
juga memiliki kewajiban untuk memeriksanya. Hal ini masuk dalam 
bagian duty of care. 

Pada kasus lain, seluruh pemegang saham harus hadir ketika terjadi 
RUPS untuk turut serta menentukan kebijakan yang akan diambil 
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dalam jangka waktu yang akan datang. Hal ini bertujuan agar direksi 
mampu melaksanakan mandat sesuai dengan amanah dari pemegang 
saham (Angusti, 2019: 337).

Fiduciary duty memiliki arti sebagai kepercayaan dan tugas. Asal 
kata dari kalimat ini yaitu dari kata fiduciary dan duty. Istilah dari fidu-
ciary duty dapat disimpulkan sebagai seseorang yang diberikan keper-
cayaan dan tugas untuk kepentingan orang lain. 

Contoh dari doktrin ini adalah ketika seseorang melakukan segala 
transaksi bisnis yang ditugaskan oleh orang lain kepadanya. Dalam 
melakukan transaksi tersebut, orang tersebut harus memiliki keper-
cayaan dari orang yang memandatkan tugas tersebut. Selain itu, orang 
yang diberi tugas tersebut harus melakukannya dengan iktikad baik 
dalam menjalankan tugasnya (Fuady, 2002:33). 

Prinsip dari fiduciary duty memberikan konsekuensi pada setiap 
orang dalam perusahaan untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. 
Dapat digambarkan dengan seorang direktur perusahaan yang memi-
liki tanggung jawab untuk menjaga amanah dalam sebuah perusahaan. 
Dengan posisi yang dimiliki oleh orang tersebut, tentu mengharuskan-
nya melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin agar tindakan 
dan keputusannya akan tepat. Selain prinsip tersebut, seorang direktur 
juga dilarang mengambil keuntungan dari perusahaan untuk kepen-
tingan pribadinya. Bagian ini masuk dalam bagian duty of loyality. 

Pelanggaran atas dua prinsip tersebut akan menyeret direktur pada 
ranah fiduciary duty. Hal tersebut akan menyebabkan direktur tersebut 
dituntut pertanggungjawabannya atas segala tindakan yang merugikan 
perusahaan akibat kelalaian yang dilakukannya. 

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa fiduciary duty 
dapat dikatakan sebagai kepercayaan yang dilimpahkan oleh pemilik 
saham kepada direksi maupun komisaris. Dilakukan dengan tujuan 
memastikan perusahaan tetap dapat berjalan. Adapun pelaksanaannya 
harus dilakukan dengan iktikad baik dan bertanggung jawab terhadap 
perseroan. 
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BAB XI
KEPAILITAN DALAM PERUSAHAAN

Pengertian Kepailitan
Pailit memiliki persamaan kata dengan bangkrut. Kata bangkrut berasal 
dari bahasa Italia, banca rotta, yang berarti “bangku rusak”. Di Italia, 
pedagang uang bekerja dari bangku atau meja. Jika seorang pedagang 
uang kehabisan uang, bangku atau mejanya pecah menjadi dua dan ia 
gulung tikar. Kata tersebut memiliki padanan dalam bahasa Prancis, 
disebut dengan istilah banqueroute. 

Sebuah bisnis tidak menjanjikan pendapatan yang pasti, bisnis juga 
dapat mengalami kerugian. Kerugian umum ditemukan dalam setiap 
usaha, khususnya pada tahun-tahun awal pendirian dari sebuah peru-
sahaan. Kerugian yang terjadi terus-menerus dapat menyebabkan pihak 
debitur tidak mampu mengembalikan uang kepada kreditur sehingga 
menyebabkan kepailitan. 

Selain itu, perusahaan yang tidak mampu membayar utang kepada 
kreditur juga akan menyebabkan pailit. Hukum pailit akan menambah 
konsekuensi terhadap perusahaan. Pihak kreditur dapat melaporkan 
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kepada pihak yang berwajib, yaitu pengadilan. Setelah itu, pengadilan 
akan mengirimkan kurator untuk memeriksa laporan yang masuk. 
Apabila telah dinyatakan pailit, kurator dapat menjual aset perusahaan 
tersebut dan hasilnya diserahkan kepada kreditur. 

Syarat Kepailitan
Sebuah perusahaan tidak dapat dikatakan begitu saja menjadi pailit. 
Terdapat beberapa kriteria sehingga perusahaan dapat dikatakan pailit 
oleh Pengadilan Niaga. Pengetahuan terkait kepailitan juga penting agar 
syarat dari permohonan kepailitan dapat sesuai prosedur dan dapat 
diterima. Hasil pengajuan yang dilakukan adalah keputusan pengadilan 
yang menyatakan perseroan tersebut mengalami kepailitan. 

Persyaratan debitur dikatakan pailit dapat dilihat dari Pasal 2 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Dijelaskan 
bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak 
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan 
dapat ditagih maka dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan—atas 
permohonan satu atau lebih kreditur. 

Selanjutnya, terdapat syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, yaitu sebagai berikut.
1. Dapat dikatakan pailit apabila terdapat dua kreditur atau lebih. 

Seorang debitur dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga 
apabila mempunyai dua kreditur atau lebih (concursus creditorum). 

2. Harus terdapat utang. Dalam Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU menje-
laskan pengertian utang sebagai berikut.

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan 
dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun 
mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul 
di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian 
atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan 
bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk menda-
pat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

3. Utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hal ini menun-
jukkan bahwa kreditur sudah mempunyai hak menuntut debitur 
untuk memenuhi prestasinya. 
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Yuhelson (2019: 17) menyimpulkan beberapa pengertian kepailitan, 
yaitu sebagai berikut.
1. Kepailitan merupakan penyitaan serta eksekusi yang dimintakan 

oleh kreditur secara perorangan; adanya penjarahan oleh para 
kreditur secara perorangan; atau bahkan adanya penjarahan oleh 
para kreditur yang menginginkan uangnya dimaksudkan untuk 
mencegah adanya kembali.

2. Menghentikan kewenangan debitur pada bidang hukum harta 
kekayaan selama berlangsungnya proses kepailitan.

3. Kepailitan hanya berhubungan dengan harta benda debitur, tidak 
menyangkut pribadinya. Secara hukum, debitur tetap cakap untuk 
melakukan perbuatan hukum di luar harga kekayaan yang dijadi-
kan objek pada perjanjian yang dilakukan.

Setiap kegiatan ekonomi menimbulkan konsekuensi hak dan 
kewajiban berupa utang piutang banyak pihak. Debitur dituntut untuk 
dapat membayar utang yang dipinjamkan oleh kreditur. Selama hal ini 
dapat berjalan dengan baik, perseroan dapat berjalan baik sebagaimana 
mestinya. Sebaliknya, apabila debitur tidak dapat melakukannya maka 
dapat menyebabkan kepailitan. Adapun konsekuensi dari kepailitan 
yaitu debitur harus menghentikan usahanya. 

Banyak penyebab debitur tidak mampu membayar utang sehingga 
menyebabkan pailit. Hal paling umum penyebab pailit adalah keadaan 
ekonomi debitur yang mengalami penurunan di atas ambang batas. 
Dalam ranah pengadilan, pailit menimbulkan konsekuensi berupa 
penyitaan umum terhadap seluruh kekayaan (Subhan, 2009: 1).

Dalam hal ini, pengajuan kepailitan dapat dilakukan oleh pihak-
pihak berikut. 
1. Debitur terkait karena merasa sudah tidak mampu  membayar utang-

utang kepada para krediturnya. Dalam ketentuan UUK-PKPU tidak 
mengatur syarat bahwa debitur harus berada dalam keadaan tidak 
mampu membayar (insolvency).

2. Satu orang atau beberapa orang kreditur.
3. Jaksa atas dasar kepentingan umum. 

Hakikat pailit merupakan ketidakmampuan pembayaran utang 
karena nilai aset yang dimiliki lebih kecil dibandingkan jumlah mata 
uang. Pengadilan dapat menetapkan debitur dalam keadaan pailit 
apabila telah dalam keadaan insolven. Dalam penyelesaian perkara 
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pailit, pada prinsipnya penyelesaian perkara dilakukan secara cepat dan 
pembuktian secara sederhana (Wijayanta, 2014: 216).

Di setiap negara, syarat pailit harus mencantumkan nominal utang 
dan nilai minimal utang. Hal ini dianggap penting demi menjamin 
tidak ada pihak yang dirugikan dalam putusan pengadilan yang akan 
diambil. Pencantuman tersebut akan menghindarkan jumlah yang tidak 
sesuai dengan asetnya. 

Selain peraturan pencantuman tersebut, beberapa negara seperti 
Amerika Serikat mensyaratkan kreditur yang ada minimal sebanyak 12 
orang. Syarat pailit yang tidak mudah diharapkan mampu memberikan 
selang waktu serta menjadikan pailit sebagai alternatif pilihan terakhir 
dengan mendahulukan cara lain dalam permasalahan yang ada. Hal ini 
juga sesuai dengan asas keberlangsungan usaha (Pratama 2014: 158).

Suatu persoalan utang yang dimiliki oleh debitur kepada kreditur 
tidak selalu karena debitur tidak memiliki cukup uang untuk melunasi 
utang yang ada. Dalam beberapa kasus, debitur tidak membayarkan 
utangnya karena menganggap pihak kreditur tidak melakukan tugas 
sebagaimana mestinya. Alasan tersebut membuat debitur tidak bersedia 
membayar utangnya. Dalam hukum perdata, kasus tersebut disebut 
sebagai moda credotoris. Alasan lain yang bisa juga muncul dalam kasus 
debitur tidak membayar utang kepada kreditur adalah kreditur tersebut 
memiliki utang yang belum dilunasi kepada debitur. 

Keadaan pailit diartikan ketika debitur tidak mampu memba-
yar kreditur. Keadaan pailit merupakan keadaan insolvency, artinya 
keadaan ketika tidak mampu membayar. Sjahdeni (2016: 156) menjelas-
kan makna insolven dengan dua pengertian. Pertama, insolven terjadi 
karena debitur tidak mampu melunasi semua utangnya. Kedua, insol-
ven merupakan keadaan debitur dengan jumlah utang lebih banyak 
dari seluruh kekayaannya. Dengan keadaan demikian, perusahaan baru 
dikatakan pailit apabila telah dalam keadaan insolven. Keadaan tersebut 
terjadi ketika debitur belum mampu membayar utang kepada kreditur.

Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan syarat-sya-
rat kepailitan tersebut. Sebagaimana di Indonesia, banyak negara lain 
yang memahami dan menerapkan hukum kepailitan dengan berasumsi 
bahwa baru dikatakan pailit apabila pengadilan telah menetapkan debi-
tur dalam keadaan insolven. 
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Pelaksanaan UUK-PKPU dalam memecahkan permasalahan 
kepailitan di Indonesia masih jauh dari harapan karena masih banyak 
yang menimbulkan problematik hukum. Selain itu, juga terdapat kele-
mahan dalam formulasi aturan hukum—khususnya dalam UUK-PKPU. 
Salah satunya terdapat kekaburan norma terkait syarat-syarat kepai-
litan serta kekosongan norma karena tidak adanya pengaturan yang 
tegas mengenai syarat insolvensi dalam menentukan kepailitan debitur 
(Surjanto, 2018: 261).

Pengadilan akan menyatakan perseroan tersebut mengalami pailit 
apabila syarat-syarat keadaan pailit telah terbukti. Mahkamah Agung 
RI (2008: 113) menyebutkan kelengkapan yang harus dipenuhi dalam 
pengajuan kepailitan sesuai dengan formulir yang disediakan oleh 
Pengadilan Niaga, yaitu sebagai berikut.
1. Surat permohonan bermeterai dari advokat yang ditujukan kepada 

Ketua Pengadilan Niaga setempat.
2. Izin atau kartu advokat yang dilegalisasi pada kepaniteraan 

Pengadilan Niaga setempat.
3. Surat kuasa khusus.
4. Surat tanda bukti diri berupa KTP suami/istri yang masih berlaku 

(bagi debitur perorangan); akta pendirian dan tanda daftar perusa-
haan yang dilegalisasi (bagi debitur PT); akta pendaftaran yayasan/
asosiasi yang dilegalisasi (bagi debitur yayasan/mitra); atau surat 
pendaftaran perusahaan/bank/perusahaan efek yang dilegalisasi 
(bagi pemohon kejaksaan/BI/Bapepam).

5. Surat persetujuan suami/istri (bagi debitur perorangan), berita 
acara RUPS tentang permohonan pailit (bagi debitur PT), atau 
putusan dewan pengurus (bagi yayasan/mitra).

6. Daftar aset dan kewajiban (bagi debitur perorangan) atau neraca 
keuangan terakhir (bagi PT/yayasan/mitra).

7. Nama serta alamat kreditur dan debitur. 

Fungsi Hukum Kepailitan
Hukum dibuat untuk melindungi hak dan kewajiban setiap orang yang 
masuk dalam sebuah perjanjian. Hal ini juga berlaku pada hukum 
kepailitan. Fungsi dari hukum ini adalah memastikan kepentingan 
pihak-pihak terkait dapat terlindungi sesuai kesepakatan yang ada. 
Dalam hal ini, orang yang termasuk dalam hukum adalah debitur dan 
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kreditur. Menurut Yuhelson (2019: 20), hukum kepailitan memiliki 
beberapa fungsi berikut.
1. Menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang 

ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur.
2. Menghindari kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang 

menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa 
memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya.

3. Menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah 
seorang kreditur atau debitur. Contoh yang dapat terjadi adalah 
pemberian keuntungan terhadap beberapa kreditur sehingga 
banyak pihak lainnya merasa dirugikan. Di lain pihak, kreditur 
juga dapat secara sengaja melakukan pelanggaran dengan melari-
kan harta dari kreditur demi keuntungan pribadi.

4. Menghindari perbuatan curang dari debitur untuk melarikan 
semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tang-
gung jawabnya terhadap para kreditur.

Dengan demikian, UUK-PKPU dapat dikatakan berfungsi baik 
untuk kepentingan kreditur maupun debitur. Hal ini sesuai dengan 
fungsi hukum pada umumnya sebagai hak subjektif seseorang yang 
dilindungi hukum. Pada dasarnya, UUK-PKPU memang dimaksud 
untuk melindungi kepentingan kreditur maupun debitur. Perlindungan 
yang diberikan harus seimbang, artinya tidak terlalu berat sebelah.

Keberadaan UUK-PKPU memiliki fungsi untuk melindungi 
kepentingan dan hak-hak kreditur maupun debitur, berkaitan dengan 
harta pailit. Ketika debitur berada dalam keadaan pailit maka semua 
harta pailit dalam gugatan kurator. Dalam hal ini dimungkinkan meng-
ajukan perdamaian, mengajukan upaya hukum, dan sebagainya. 

Berdasarkan sudut pandang kreditur, adanya UUK-PKPU menja-
dikan hak-hak mereka terjamin dan terlindungi karena telah diatur 
perlindungannya dalam undang-undang tersebut. Hal tersebut tentu 
dapat mencegah hal-hal yang merugikan kreditur. 

Kusumaatmadja (2002: 88) berpendapat bahwa hukum harus 
menjadi sarana pembaruan dan pembangunan masyarakat. Dengan 
demikian, diharapkan juga UUK-PKPU dapat berperan dalam pemba-
haruan perbuatan-perbuatan debitur yang membantu masyarakat 
untuk menyelesaikan utang piutangnya. 
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Hukum kepailitan diterbitkan oleh pemerintah untuk tujuan mulia. 
Menurut Yuhelson (2019: 19), tujuan hukum kepailitan yaitu sebagai 
berikut.
1. Agar debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela walau-

pun telah ada putusan pengadilan yang menghukumnya untuk 
melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar 
seluruh utangnya. Seluruh harta bendanya akan disita untuk dijual 
dan hasil penjualannya akan dibagikan kepada semua krediturnya. 
Pembagiannya didasarkan besarnya piutang masing-masing kredi-
tur, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

2. Untuk menghindari kreditur pada waktu yang bersamaan meminta 
pembayaran kembali piutangnya dari debitur.

3. Menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak isti-
mewa untuk menuntut hak-haknya dengan cara menjual sendiri 
barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan kreditur 
lainnya.

4. Menghindarkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh 
debitur. Misalnya, debitur melarikan atau menghilangkan semua 
harta kekayaannya dengan maksud melepaskan tanggung jawab-
nya terhadap para kreditur. Debitur menyembunyikan harta keka-
yaannya sehingga para kreditur tidak akan mendapatkan apa pun.

5. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengaki-
batkan perusahaannya mengalami keadaan keuangan yang buruk 
sehingga perusahaan mengalami keadaan insolven.

Secara garis besar, hukum kepailitan memiliki tujuan menjaga hak 
dan kewajiban antara kreditur dan debitur untuk mendapatkan haknya 
serta menunaikan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan. 

Asas Hukum Kepailitan
Dalam setiap keputusan, asas menjadi hal penting sebagai tolok ukur 
baik atau buruknya keputusan tersebut. Hal ini juga berlaku dalam 
hukum kepailitan. Terdapat beberapa asas yang menjadi prinsip hukum 
kepailitan, yaitu sebagai berikut.
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1. Asas keseimbangan
Tidak ada penyalahgunaan lembaga atau pranata dalam kepailitan 
yang digunakan oleh debitur yang tidak jujur, serta terdapat keten-
tuan yang dapat mencegah kreditur melakukan iktikad tidak baik. 
Undang-undang mengatur beberapa ketentuan yang merupakan 
perwujudan dari asas keseimbangan. Artinya, di satu pihak terda-
pat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan 
pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. Di 
lain pihak dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan 
lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beriktikad baik.

2. Asas kelangsungan usaha
Debitur yang pada proses kepailitannya atau telah diputus kepaili-
tannya tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya. Terdapat keten-
tuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap 
dilangsungkan.

3. Asas keadilan
Pada asas ini, kepailitan dapat memberikan rasa keadilan bagi para 
pihak yang memiliki kepentingan sehingga tidak terjadi kesewe-
nang-wenangan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Melindungi 
kreditur dan debitur yang beriktikad baik serta pihak ketiga 
yang tergantung dengan usaha debitur. Dalam kepailitan, peng-
ertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat asas keadilan 
mengandung memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berke-
pentingan. Asas keadilan ini berguna untuk mencegah terjadinya 
kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pemba-
yaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur—dengan tidak 
memedulikan kreditur lainnya.

4. Asas integrasi
Dalam hal ini kepailitan harus berdasarkan hukum formil dan 
materiil yang berlaku di Indonesia. Asas integrasi mengandung 
pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya 
merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan 
hukum acara perdata nasional.

5. Asas kecepatan pengambilan keputusan
Proses kepailitan lebih sering digunakan oleh pelaku usaha sehingga 
memerlukan keputusan yang cepat. 
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6. Asas keterbukaan
Keadaan insolven suatu badan hukum harus diketahui oleh masya-
rakat sehingga tidak akan menimbulkan efek yang negatif. Selain itu, 
juga mencegah debitur yang beriktikad buruk untuk mendapatkan 
dana dari masyarakat dengan cara menipu.

7. Asas efektivitas
Keputusan pengadilan harus dapat dieksekusi dengan cepat, 
baik keputusan penolakan permohonan pailit, keputusan pailit, 
keputusan perdamaian, ataupun keputusan PKPU (Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang).

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Perkembangan yang ada telah membahas dunia pada zaman yang serba 
fleksibel. Berbagai transaksi dapat dilakukan dengan berbagai metode. 
Meningkatnya kemampuan manusia dalam menjangkau banyak orang 
melalui internet secara tidak langsung memberikan kesempatan untuk 
saling berhubungan dengan semakin intensif. Hal tersebut banyak 
dimanfaatkan sebagai lahan usaha.

Kegiatan usaha tersebut mengakibatkan setiap orang dalam ling-
kup perkembangan dunia harus menyesuaikan diri dengan segala 
perubahan yang ada. Hal ini juga terjadi pada peraturan hukum yang 
berlaku. Hukum harus senantiasa dapat menjadi penjamin hak serta 
kewajiban setiap orang dalam lingkup tersebut.

Setiap kegiatan usaha tidak terlepas dari utang. Peminjaman uang 
dengan tujuan menjadikannya sebagai modal usaha kerap kali menjadi 
alasan orang untuk berutang. Secara sederhana, utang dapat dikata-
kan sebagai uang yang dipinjamkan orang lain dan dikenai kewajiban 
mengembalikannya kembali setelah diterima. Utang juga dapat dikatakan 
sebagai jumlah uang yang timbul karena perjanjian atau undang-undang 
yang wajib dipenuhi debitur. Apabila tidak dipenuhi oleh debitur kepada 
kreditur maka pelunasannya akan dilakukan dari kekayaan debitur.

Selain hukum kepailitan, dikenal juga hukum terkait penundaan 
pembayaran kepailitan. Peraturan tersebut dibuat sebagai hukum 
materiil. Arbitrase saat ini banyak digunakan sebagai alternatif dalam 
penyelesaian sengketa yang terjadi antara setiap pihak dalam sebuah 
perjanjian atau perdagangan. 
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Selain arbitrase, beberapa metode juga telah ditemukan dalam 
penyelesaian sengketa. Metode tersebut seperti mediasi, konsiliasi, dan 
negosiasi. Metode alternatif sering kali digunakan dalam menyelesaikan 
sebuah permasalahan. 

Arbitrase semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan perma-
salahan yang terjadi secara komersial maupun sengketa di bidang hukum 
dan perikatan. Namun, bukan menunjukkan bahwa penyelesaian seng-
keta lain mulai ditinggalkan, melainkan terdapat penyelesaian sengketa 
selain arbitrase (Firdawati, 2013: 1).

Di sisi lain, peran pengadilan negeri tidak mudah tergantikan. 
Setelah suatu sengketa telah diputuskan oleh forum pilihan seperti arbi-
trase, memang peran pengadilan muncul kembali ketika para pihak tidak 
ingin secara sukarela menerapkan putusan arbitrase yang bersangkutan.

Demikian juga jika forum arbitrase memutuskan bahwa yang 
bersengketa adalah arbiter asing—berdomisili di luar Indonesia. Agar 
dapat diakui dan dapat dilaksanakan dalam wilayah hukum NKRI, kepu-
tusan yang diambil oleh badan-badan tersebut harus terlebih dahulu 
dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Firdawati, 2013: 2). 

PKPU merupakan hal yang dapat dijadikan debitur untuk meng-
hindar dari kepailitan. Hal ini dapat memberikan waktu kepada debitur 
agar mampu membayar utang tersebut. Penundaan pembayaran utang 
diharapkan agar debitur mampu membayar utang yang sebelumnya 
ditanggung. 

Adapun prosedur permohonan PKPU diuraikan berdasarkan 
ketentuan Pasal 224 UUK-PKPU, yaitu sebagai berikut. 
1. Permohonan PKPU harus diajukan kepada pengadilan dengan 

ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya. 
2. Dalam hal pemohon adalah debitur, permohonan PKPU harus 

disertai daftar yang memuat sifat serta jumlah piutang dan utang 
debitur beserta surat bukti secukupnya. 

3. Dalam hal pemohon adalah kreditur, pengadilan wajib memanggil 
debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 
tujuh hari sebelum sidang. 

4. Dalam sidang, debitur mengajukan daftar yang memuat sifat serta 
jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya, 
serta bila ada rencana perdamaian.

5. Dalam surat permohonan dapat dilampirkan rencana perdamaian. 
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Dengan demikian, dapat diketahui bahwa permohonan terkait 
PKPU harus dilakukan dengan tertulis dan ditujukan pada Pengadilan 
Niaga dengan disertai uraian mengenai buktinya. Surat yang ditujukan 
harus ditandatangani oleh debitur atau penasihat hukum. Pada surat 
permohonan tersebut dapat juga dilampirkan rencana perdamaian. 
Terhadap permohonan PKPU yang diajukan ke Pengadilan Niaga, 
pengadilan terlebih dahulu akan memutus PKPU Sementara kepada 
debitur sebelum PKPU Tetap. Adapun tujuan PKPU Sementara yaitu 
sebagai berikut.
1. Agar segera tercapai keadaan diam (stay atau standstill) sehingga 

memudahkan pencapaian kata sepakat di antara kreditur dengan 
debitur menyangkut pada rencana perdamaian yang dimaksud 
oleh debitur. 

2. Memberi kesempatan kepada debitur untuk menyusun rencana 
perdamaian berikut segala persiapan-persiapan yang diperlukan 
apabila rencana perdamaian belum dilampirkan dalam pengajuan 
PKPU sebelumnya. 

Tindak lanjut yang harus diambil oleh pengadilan setelah debitur 
mengajukan permohonan adalah mengabulkan PKPU. Selanjutnya, 
dengan batas 45 hari, pengadilan sudah harus menunjuk seorang 
hakim pengawas serta mengangkat satu orang atau lebih pengurus yang 
bersama-sama debitur mengurus harta debitur.

Hal tersebut akan berbeda apabila permohonan tersebut dilaku-
kan oleh kreditur. Pengadilan memiliki kewajiban mengabulkan PKPU 
paling lambat setelah 20 hari didaftarkannya surat permohonan. Selain 
itu, juga harus menunjuk hakim pengawas dan satu atau lebih pengurus 
yang bersama-sama debitur untuk mengurus harta debitur tersebut.

PKPU akan berlaku semenjak keputusan tersebut dibuat dan 
berlaku hingga tanggal sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari 
ke-45 setelah PKPU Sementara ditetapkan. Setelah putusan PKPU 
Sementara, pengadilan kemudian memanggil pihak terkait—kredi-
tur dan debitur—dengan surat tercatat untuk menghadiri persidangan 
yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 setelah PKPU 
Sementara ditetapkan. 

Pada dasarnya, PKPU diberikan oleh kreditur. Dengan kata lain, 
PKPU pada dasarnya diberikan atas dasar kesepakatan debitur dengan 
krediturnya. Pihak ini dapat merancang perdamaian yang diajukan oleh 
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debitur. Sementara itu, Pengadilan Niaga memiliki peran guna membe-
rikan putusan yang sah atas kesepakatan yang telah dibuat. Menjadi hal 
yang tidak dibenarkan apabila pengadilan mengeluarkan keputusan 
yang tidak didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

PKPU Tetap akan muncul setelah sidang dilaksanakan dan mene-
tapkan PKPU Sementara diputus menjadi PKPU Tetap. Jika PKPU 
Tetap disetujui oleh kreditur, rencana perdamaian yang dibuat akan 
menjadi perjanjian perdamaian oleh semua pihak. Kesepakatan yang 
telah dibuat tersebut tidak boleh melebihi 270 hari, terhitung sejak 
PKPU Sementara ditetapkan. Apabila dalam sidang tidak dapat ditetap-
kan persetujuan PKPU Sementara maka debitur dalam sidang tersebut 
dapat dinyatakan pailit. 

Saat PKPU berjalan, pihak debitur tidak dapat dipaksa membayar 
utang-utang yang ada. Di samping itu, pelunasan utang melalui cara 
eksekusi dengan menjual aset yang ada harus ditangguhkan. Begitu 
permohonan PKPU Sementara diputus, hal tersebut harus segera 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat 
kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas.

Pengumuman tersebut juga mencakup undangan untuk hadir pada 
persidangan yang akan dilakukan. Persidangan tersebut merupakan 
agenda rapat permusyawaratan hakim berikut keterangan lengkap 
terkait persidangan akan dilakukan. Pengumumannya harus dilaku-
kan dalam waktu paling lambat 21 hari sebelum tanggal sidang (Fitria, 
2018: 22).

PKPU memiliki tujuan agar debitur dapat mengajukan penundaan 
kewajiban pembayaran utang. Hal ini dapat menguntungkan pihak 
debitur dalam melunasi utang yang tidak bisa dilunasi. Permohonan 
PKPU diajukan oleh debitur. Apabila debitur tidak mampu memba-
yar utangnya, PKPU memungkinkan debitur untuk membayar dalam 
waktu yang telah ditentukan secara penuh.

Dalam masa PKPU tersebut, debitur dapat memperbaiki keadaan 
ekonominya agar mampu membayar utang yang selama ini ditang-
gung. Simatupang (2003: 162) menyebutkan beberapa konsekuensi dari 
PKPU, yaitu sebagai berikut.
1. Debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau 

memudahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya. Jika debi-
tur melanggar, pengurus berhak melakukan segala sesuatu untuk 
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memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan 
debitur tersebut. 

2. Debitur tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya dan semua 
tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelu-
nasan utang, melainkan harus ditangguhkan.

3. Debitur berhak membayar utangnya kepada semua kreditur ber -
sama-sama menurut sumbangan piutang masing-masing. 

4. Semua sitaan yang telah dipasang akan berakhir. 

Adapun tujuan akhir dari PKPU ialah dapat tercapainya perda-
maian antara debitur dan seluruh kreditur dari rencana perdamaian 
yang diajukan atau ditawarkan debitur tersebut (Damlah, 2017: 94). 
Apabila rencana perdamaian tidak tercapai atau pengadilan menolak 
rencana perdamaian, pengadilan wajib menyatakan debitur dalam 
keadaan pailit. Pengadilan dapat menolak rencana perdamaian karena 
hal-hal berikut.
1. Harta debitur jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui 

dalam perdamaian. 
2. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin. 
3. Perdamaian dicapai karena penipuan atau persekongkolan dengan 

satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya lain yang 
tidak jujur—tanpa memperhatikan debitur atau pihak lain bekerja 
sama untuk mencapai hal tersebut. 

4. Imbalan jasa dan biaya dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum 
dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayaran.

Damlah (2017: 95) menambahkan bahwa dalam Pasal 244 
UUK-PKPU disebutkan bahwa PKPU tidak berlaku terhadap hal-hal 
berikut.
1. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tang-

gungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. 
2. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang 

sudah harus dibayar. Hakim pengawas harus menentukan jumlah 
tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum PKPU yang 
bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan. 

3. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitur 
maupun terhadap seluruh harta debitur yang tidak tercakup dalam 
ketentuan sebelumnya. 
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Konsep PKPU pada akhirnya menjadi alternatif selain pailit yang 
akan dialami oleh perusahaan. Debitur dalam hal ini akan berusaha 
sebaik mungkin dalam menormalkan kembali perusahaan dengan 
perekonomian yang semakin ditingkatkan. PKPU juga harus diman-
faatkan sebaik mungkin oleh debitur untuk berbenah dan introspeksi 
diri. Pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan maupun pelu-
ang yang ada menjadi kunci kebangkitan perekonomian perusahaan 
selanjutnya.

Penundaan pembayaran utang juga menjadi bagian dari lingkup 
hukum perusahaan. Para kreditur juga diharapkan bersedia mene-
rima PKPU yang diajukan oleh kreditur. Memberikan kesempatan 
untuk berbenah pada akhirnya juga akan menguntungkan bagi kredi-
tur karena bisnis yang dibangun sejak lama dapat kembali berfungsi 
sebagaimana mestinya. Pembentukan bisnis baru atau berpindah pada 
debitur baru juga menimbulkan konsekuensi lain. Selain potensi yang 
mungkin ada, kemungkinan penyesuaian yang lebih kompleks juga 
dapat terjadi pada perusahaan yang baru. 
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BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA PERUSAHAAN

Secara umum, perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap 
pemangku kepentingan. Tanggung jawab tersebut meliputi tiga hal 

utama yang harus dijalankan secara seimbang. Ketidakseimbangan 
antara pemenuhan hak tersebut akan menyebabkan hak perusahaan 
tidak bisa berjalan secara optimal. Tanggung jawab tersebut meliputi 
tanggung jawab ekonomi, hukum, dan sosial. Berdasarkan tanggung 
jawab tersebut, terdapat filosofi manajemen yang menyangkut tanggung 
jawab, yaitu sebagai berikut.
1. Tahapan pandangan manajemen klasik

Pandangan ini muncul pada abad ke-19 dengan Milton Freudman 
sebagai pelopornya. Perusahaan berusaha dalam kapasitasnya 
untuk memenuhi permintaan pasar dan berusaha setinggi mungkin 
mencapai tingkat laba yang akan memuaskan pemiliknya. Dalam 
hal ini, tidak diperhatikan dampak sosial dari kegiatan perusahaan 
dan mengabaikan usaha untuk mengatasi dampak sosial tersebut.
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2. Tahapan pandangan manajemen pertengahan
Pandangan ini berkembang sekitar tahun 1970-an dengan anggapan 
bahwa tujuan sosial penting dikaitkan dengan memaksimalkan 
laba. Manajer harus menyeimbangkan kepentingan pemilik peru-
sahaan dengan kebutuhan para pegawai, pelanggan, pemasok, dan 
masyarakat umum dalam pengambilan kebijakannya untuk tujuan 
memaksimalkan laba di masa mendatang. 

3. Tahapan pandangan manajemen modern 
Pandangan ini beranggapan bahwa laba adalah suatu alat untuk 
mencapai tujuan. Harus terdapat pemenuhan kebutuhan yang 
sesuai. Misalnya, pegawai akan menerima tingkat gaji yang layak; 
pelanggan memperoleh produk dengan harga yang wajar dan mutu 
yang baik; serta pemenuhan kebutuhan pemilik terhadap modal 
yang lebih besar dan tingkat deviden yang tinggi.

Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasinya secara 
langsung maupun tidak langsung harus siap berinteraksi dengan 
lingkungan sosialnya. Sesungguhnya sumber-sumber ekonomi 
yang digunakan oleh perusahaan semuanya berasal dari masyarakat. 
Menurut Fatmawatie (2017: 7), perusahaan seharusnya membe-
rikan laporan kepada masyarakat umum tentang sumber-sum-
ber ekonomi yang digunakan, hasil-hasil yang telah dicapai, dan 
semua yang diakibatkan atas penggunaan sumber-sumber ekonomi 
tersebut—baik yang bersifat positif maupun negatif. Hal tersebut 
juga sesuai dengan perkembangan yang terbaru dalam pandangan 
manajemen. 

Pelanggaran maupun pemenuhan hak serta kewajiban dalam 
perusahaan pada akhirnya akan menyebabkan sengketa dalam perusa-
haan. Sengketa dalam perusahaan dapat terjadi karena beberapa faktor. 
Meskipun telah ada peraturan yang telah disusun, sengketa akan tetap 
muncul apabila tidak ada iktikad baik dari semua pihak dalam sebuah 
perusahaan atau perjanjian. Adapun penyelesaian dari sengketa terse-
but dapat dilakukan melalui arbitrase. 

Alternatif Penyelesaian Sengketa Perusahaan 
Sengketa dapat terjadi terhadap siapa saja. Permasalahan tersebut 
dapat melibatkan banyak pihak. Sengketa bukan merupakan hal yang 
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baru dalam dunia hukum, melainkan hal yang telah lama dikenal. Saat 
ini sengketa masuk dalam ranah publik dan perdata di tingkat lokal 
maupun nasional. Sengketa terjadi apabila terdapat pihak yang merasa 
dirugikan oleh pihak lain. Pihak tersebut selanjutnya dapat melaporkan 
kasusnya dan menyampaikan ketidakpuasaan tersebut kepada pihak 
kedua. 

Dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, perselisihan 
dipahami sebagai perselisihan yang timbul antara para pihak sebagai 
akibat dari pelanggaran sebagian atau seluruhnya dari yang telah dise-
pakati dalam suatu kontrak. Dengan kata lain, ada wanprestasi oleh 
salah satu pihak.

Dalam permasalahan yang terjadi, penyelesaian masalah dapat 
ditempuh dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah. Pihak 
tersebut kemudian dikenal sebagai lembaga arbitrase. Lembaganya beri-
sikan orang-orang dengan latar belakang ilmu hukum, ahli dagang, 
perbankan, dan hukum.

Sengketa dapat dikatakan sebagai perselisihan yang terjadi antara 
pihak-pihak dalam perjanjian. Hal ini terjadi karna adanya wanprestasi 
yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Sejalan dengan 
hal tersebut, sengketa sebagai situasi dan kondisi ketika orang-orang 
saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselihan 
yang ada pada persepsi mereka saja. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sengketa merupakan 
suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Setiap pihak 
saling mempertahankan persepsinya masing-masing. Perselisihan 
tersebut dapat terjadi karena adanya tindakan wanprestasi dari salah 
satu pihak dalam perjanjian.

Terdapat jalan keluar dari setiap permasalahan yang terjadi, begitu 
pula dalam peraturan sengketa. Sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa berikut. 

(1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para 
pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan 
pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara liti-
gasi di Pengadilan Negeri.

(2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penye-
lesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan 
dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling 
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lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu 
kesepakatan tertulis.

(3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan 
tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan mela-
lui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui 
seorang mediator.

(4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat 
belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli 
maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata 
sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah 
pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbi-
trase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk 
seorang mediator.

(5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga 
alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) 
hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

(6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh 
kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus 
tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani 
oleh semua pihak yang terkait

(7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara 
tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan 
dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri 
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandata-
nganan.

(8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

(9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak 
berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha 
penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad–hoc.

Pengaturan Lembaga Arbitrase 
Arbitrase adalah sidang informal yang diadakan di hadapan pejabat 
pengadilan netral yang disebut arbiter. Dibandingkan dengan persi-
dangan biasa, arbitrase dimaksudkan untuk menjadi cara yang lebih 
mudah, lebih cepat, dan lebih murah untuk menyelesaikan perselisihan. 
Pada sidang arbitrase, masing-masing pihak memiliki kesempatan 
untuk menceritakan kisahnya dari sisinya, serta untuk menghadirkan 
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saksi dan dokumen. Setelah bukti disajikan, arbiter—seperti hakim—
akan membuat keputusan tentang kasus tersebut. Keputusan arbiter 
dapat memberikan gambaran yang realistis kepada para pihak tentang 
hasil kasus mereka. Jika tidak ada pihak yang mengajukan banding, 
keputusan tersebut akan mengikat seperti perintah hakim. 

Peraturan terkait arbitrase terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut menjelaskan arbi-
trase sebagai penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar peradilan 
hukum. Arbitrase juga disebut sebagai penyelesaian dengan cara bijak-
sana (Subekti, 1981: 1).

Arbitrase juga dapat dijelaskan sebagai keputusan mengikat 
antara kedua belah pihak setelah keputusan dari hakim ditetapkan. 
Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh arbiter dilakukan dengan 
persetujuan terlebih dahulu dari kedua belah pihak yang mengalami 
konflik untuk dapat menerima segala keputusan yang akan didapat. 
Pengambilan keputusan dalam arbitrase tidak boleh dilakukan dengan 
mementingkan salah satu pihak. Keputusan yang dibuat harus didasar-
kan pada kebijaksanaan.

Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase
Terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi saat menyelesaikan seng-
keta melalui arbitrase. Syarat utama dalam penerapan arbitrase terdapat 
dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, “Para pihak dapat menyetujui 
suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk 
diselesaikan melalui arbitrase”.

Selanjutnya, dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan 
secara lebih rinci mengenai syarat arbitrase dalam penyelesaian seng-
keta, yaitu sebagai berikut.

(1) Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan 
dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau dengan 
buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diada-
kan oleh pemohon atau termohon berlaku.

(2) Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan jelas:
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a. nama dan alamat para pihak;
b. penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang 

berlaku;
c. perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
d. dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;
e. cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
f. perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbi-

ter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam 
itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter 
yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

Masih seputar peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa 
melalui arbitrase, pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan 
hal-hal berikut. 

(1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbi-
trase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut 
harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani 
oleh para pihak.

(2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian 
tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis 
tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 
memuat:
a. masalah yang dipersengketakan;
b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil kepu-

tusan;
e. nama lengkap sekretaris;
f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk 

menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian 
sengketa melalui arbitrase.

(4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) batal demi hukum.

Selanjutnya, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan 
bahwa suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh 
keadaan-keadaan berikut.
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1. Meninggalnya salah satu pihak.
2. Bangkrutnya salah satu pihak. 
3. Novasi.
4. Insolvensi salah satu pihak. 
5. Pewarisan. 
6. Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok. 
7. Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan kepada 

pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian 
arbitrase tersebut.

8. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Suatu sengketa yang telah berada di bawah ranah arbitrase menim-
bulkan beberapa konsekuensi sebagaimana yang tercantum dalam 
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu sebagai berikut.

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para 
pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat 
yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan 
di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan mela-
lui arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam 
Undang-undang ini.

Peraturan perundang-undangan mengatur penyelesaian masalah 
ini dan memberikan wadah dalam permasalahan tersebut. Semua pihak 
yang terlibat dalam permasalahan yang ada harus mengedepankan 
iktikad baik sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan damai. 
Dampak dari sengketa kemungkinan disebabkan oleh beda pendapat 
antara masing-masing pihak. Meskipun demikian, tidak dapat dipun-
gkiri bahwa kecurangan mungkin juga menjadi penyebab sebuah seng-
keta. Adapun arbitrase dapat menjadi salah satu solusi dalam penyele-
saian masalah tersebut. 

Arbitrase dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini 
menjadi sebuah alternatif dalam penyelesaian sengketa. Pencarian 
solusi ini dilakukan di luar peradilan umum dengan dasar perjanjian 
yang dibuat oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah 
sebuah kesimpulan dalam perjanjian tertulis yang disepakati oleh 
semua pihak sebelum sengketa atau setelah perjanjian tersebut dibuat 
oleh para pihak sebelum sengketa terjadi. 
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Dalam arbitrase dikenal seorang arbiter yang dipilih oleh pihak 
yang bersengketa. Selain itu, pemilihan pihak arbiter juga dilakukan oleh 
pengadilan negeri atau lembaga arbitrase yang berwenang. Lembaga 
arbitrase merupakan badan yang dipilih oleh pihak yang bersengketa 
sebagai lembaga yang berwenang dalam menentukan keputusan terha-
dap permasalahan berupa sengketa yang terjadi. Lembaga tersebut 
dapat memberikan pendapat yang mengikat terkait putusan terhadap 
sengketa yang terjadi. 
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